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ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE MANAGEMENT
: INFORMATION SYSTEM (EMIS)
i IN THE EMPLOYEE AGENCY AND DEVELOPMENT OF REGIONAL
HUMAN RESOURCES (EADRHR) BANGKA TENGAH DISTRICT

Riduan
riduani204@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Employee Management Information System (EMIS) is one of an
application in operational execution and governance management which has been
applied by the Employee Agency And Development Of Regional Human
Resources (EADRHR) Bangka Tengah District due to improve and optimalize a
relationship between governmental institutions with its employees as a society
helper through information technology. The problem is how the effectiveness of
Employee Management Information System (EMIS) in the EADRHR Bangka
Tengah District. The purpose of this research is to find out how effectiveness the
implementation of the Employee Management Information System (EMIS) in the
EADRHR Bangka Tengah District. This research uses a type of qualitative
descriptive research with data taken from indepth interview, observation and
documentation. Taking the informants by stratified sampling which then by using
snowball technique covering informants are in the EADRHR Bangka Tengah
District and informants who come from the users of the Employee Management
Information System (EMIS). Based on the result of indicators analysis of the
adaptation, integration and production showed that the implementation of EMIS
in EADRHR Bangka Tengah District is not effective yet. Obstacled factors are
limitation of human resources, some employees cann’t operate the computer well
and the delay of data update. The recommendation is giving the motivation to the
employees by means of enhancing training about EMIS so they will master in
information technology.

Keywords : The Effectiveness, EMIS
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ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENERAPAN SIMPEG
DI BKPSDMD KABUPATEN BANGKA TENGAH

Riduan
riduanl204@gmail.com
Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah
satu aplikasi dalam pelaksanaan tugas dan tatalaksana pemerintahan yang telah
diterapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka meningkatkan dan
mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah dengan pegawai sebagai
pelayan masyarakat melaiui pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahannya
adalah bagaimana efektivitas penerapan sistem informasi manajemen
kepegawaian (SIMPEG) di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka
Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
Pengambilan informan dilakukan dengan cara stratified sampling dan kemudian
menggunakan teknik snowball yang meliputi informan di BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah, dan informan dari para pengguna (users) layanan SIMPEG,
Berdasarkan hasil analisis indikator adaptasi, integrasi dan produksi menunjukkan
bahwa pelaksanaan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum
efektif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan SIMPEG, yaitu sumber daya
manusia yang terbatas, tidak semua pegawai dapat mengoperasikan komputer dan
keterlambatan update data. Rekomendasinya adalah agar pegawai diberi motivasi
melalui pelatihan SIMPEG sehingga pegawai menguasai Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Efektivitas, SIMPEG
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Sejarah Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Bersama-sama dengan
pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, dibentuk pula Kabupaten Bangka
Selatan, Bangka Barat dan Belitung Timur. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
Tengah terletak di Pulau Bangka. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka
Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkal Pinang,

Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan.

2. Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Tengah
Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Bangka Tengah,
jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 186,783 jiwa, jumlah ini meningkat
dibanding Tahun 2018 yang berjumlah 182,286 jiwa. Secara rinci jumlah
penduduk menurut Kecamatan, luas daerah (km?) dan kepadatan per km? di

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 sebagaimana tertera pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, luas daerah (km?) kepadatan per km? di
Kabupaten Bangka Tahun 2019

Kepadatan

Luas Jumlah Penduduk Penduduk

Kecamatan Wilayah (Jiwa/Km®

2

(Km ™2017 | 2018 | 2019 2019
Koba 391,59 38.631 40.069 | 41.251 105,34
Lubukbesar 553,03 27399 | 28.748 | 29.757 53,81
Pangkalanbaru 108,27 38.964 39.735 40.616 375,17
Namang 203,95 15.654 16.002 16.351 80,17
Sungaiselan 791,55 32.600 | 33.277 | 33.923 42,86
Simpangkatis 230,73 24.087 | 24.455 | 24.885 107,85
Jumlah 2.279,12 | 177.335 | 182.286 | 186.783 747,80

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah Tahun 2019.

3. Kondisi Aparatur

Kualitas pelayan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sangat
dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas sumber daya aparatur, pada Tahun 2019
jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
sebanyak 2.846 orang yang terdiri dari 1.312 orang (46,09%) adalah guru dan
1534 PNS (53,90%) adalah non-guru. Berdasarkan jenis kelamin PNS laki-laki
sebanyak 1.089 orang (38,26%) dan PNS Perempuan sebanyak 1.757 orang
(61,74%).

Dilihat dari golongannya PNS Kabupaten Bangka Tengah terdiri golongan
I sebanyak 4 orang (0,14%), golongan II sebanyak 319 orang (11,20%), golongan
III sebanyak 2.150 orang (75,54%) dan golongan IV sebanyak 372 orang
(13,07%).

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka Tengah didominasi yang

berpendidikan tinggi yakni Sarjana sebanyak 1.573 orang (55,27%), selebihnya
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dengan berbagai jenjang pendidikan terdiri Magister sebanyak 107 orang (3,75%),
Doktoral sebanyak 2 orang (0,07%), Diploma 865 orang (30,20%), SLTA
sebanyak 295 orang (10,36%), SLTP sebanyak 5 orang (0,18%) dan SD sebanyak

1 orang (0,03%).

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka

Tengah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
selaku pihak pengelola SIMPEG di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,
keberadaannya dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri
Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur dan adil, pola pembinaan
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan
pada sistem prestasi kerja.

Selain itu secara kelembagaan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Bangka Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

67

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




44336

Bangka Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
dipimpin oleh seorang Kepaia Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Visi
Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Bangka Tengah, Visi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten

Bangka Tengah adalah : “Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang

Berkarakter™.

b. Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai
visi yang mengacu kepada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada
BKPSDMD. Misit BKPSDMD dalam Renstra 2016-2021 adalah :
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan.

b) Meningkatkan kesejahteraan, pembinaan dan pengembangan karier pegawali.

c. Tugas Pokok dan Fungsi
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah memiliki fungsi yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Perencanaan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pengkoordinasian bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan tugas dan pembinaan bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup

tugasnya.

d. Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 adalah sebagaimana

terlihat pada Gambar 4.1
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Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Bila dilihat dari susunan dan struktur organisasi BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah, maka yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan SIMPEG
di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah ada pada Bidang Pembinaan dan

Informasi Kepegawaian yang membawahi Sub Bidang Informasi Kepegawaian.

e. Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
keberadaannya dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bangka Tengah dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup kepegawaian dan menunjang
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri
Sipil yang profesicnal, bertanggung jawab, jujur dan adil, pola pembinaan
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan
pada sistem prestasi kerja. Selain itu secara kelembagaan, tugas, fungsi dan
struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam Peraturan Bupati
Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 77 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas daﬁ Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah sebagai sumberdaya utama penyelenggara tugas dan fungsi lembaga,
sampai dengan saat ini berjumlah 31 orang (data per 31 Desember 2018).
Keadaan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan jumlah yang dimiliki pada

sekretariat dan bidang-bidang yaitu :
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Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019

Gambar 4.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

—
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Berdasarkan data di atas secara garis besar mayoritas PNS di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Bangka Tengah berpendidikan S1. Untuk itu masih diperlukan suatu upaya
peningkatan kualitas SDM melalui pemberian Izin Belajar maupun Tugas Belajar
pada pendidikan formal schingga dapat meningkatkan kompetensi secara teknis
maupun fungsional.

Berdasarkan komposisi jumlah PNS yang menduduki jabatan, terdapat 2
(eselon IV) yang belum terisi dan masih menjabat sebagai pelaksana tugas. Hal
tersebut dikarenakan di samping jenjang kepangkatan yang belum memenuhi
persyaratan juga dari segi kompetensi jabatan belum memenuhi standar yang
diperlukan. Jumlah PNS di Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kepangkatan/golongan
dan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural pada Tahun 2019 dapat

dilihat pada Tabel 4.2
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informasi di bidang kepegawaian untuk menunjang pelaksanaan fungsi
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Infocrmasi

Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, pembangunan dan
pengembangan SIMPEG meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(software), perangkat jaringan (network/LAN)

Pengembangan terhadap ke tiga unsur dalam pelaksanaan SIMPEG di atas
dilakukan sehubungan dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga SIMPEG
yang dilaksanakan tetap sesuai dengan kemajuan teknologi. Kebutuhan terhadap
pelaksanaan SIMPEG yang dilaksanakan di BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah, membuat BKPSDMD mencoba mengaplikasikan kecanggihan teknologi
dengan membangun SIMPEG. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala
Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (Bapak HN) sebagai berikut :

“Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka
tujuan yang menjadi latar belakang dalam pembuatan SIMPEG adalah untuk
menghasilkan sistem pengolahan data berbasis komputer, yang diharapkan
mampu membantu tugas dan pekerjaan operasional pada level administratif;
serta menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan pada
level manajerial.” (hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2019 ).

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Bangka Tengah sebagai lembaga teknis yang mengurus Aparatur Pemerintah yang

sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan prima dan

profesional kepada aparatur dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
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terkhusus dalam pemanfaatan SIMPEG yang melaksanakan pengolahan data
kepegawaian dan wawancara terhadap beberapa pimpinan dan pegawai sebagai

informan.

Alasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kabupaten Bangka Tengah dijadikan sebagai lokasi penelitian karena
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Bangka Tengah sudah menerapkan SIMPEG namun masih ada
beberapa kendala dalam penerapannya. Pemnelitian ini untuk mendeskripsikan
efektivitas penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian ditinjau dari
aspek kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah dilihat dari tiga dimensi yaitu
adaptasi, integrasi, dan produksi.
Ke tiga dimensi tersebut kemudian memiliki indikator yang dapat dijadikan
ukuran untuk kemudian diteliti, yaitu :
1. Kriteria Adaptasi mempunyai S indikator sebagai berikut :
a. Kualitas SDM Pengelola SIMPEG
Pengelola komputer setidaknya harus memiliki kemampuan dalam :
- Pengoperasian program aplikasi SIMPEG
- Program pembuatan laporan
- Pengelolaan sistem jaringan
- Pengelolaan administrasi sistem basis data dan pemeliharaan basis
data

b. Kuantitas SDM Pengelola SIMPEG
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- Minimal 5 orang khusus melaksanakan tugas pengelolaan

SIMPEG agar efektivitas penyelenggaraan SIMPEG bisa terwujud

c. Sarana pendukung pengelolaan SIMPEG
- Permendagri Nomor 125 Tahun 2017
d. Prasarana pendukung pengelolaan SIMPEG
e. Pelatihan bagi pengelola SIMPEG
2. Kiriteria Integrasi, terdiri dari 3 indikator yaitu :
a. Sosialisasi pelaksanaan SIMPEG
b. Mekanisme kerja/prosedur pengelolaan SIMPEG
c. Kepatuhan petugas terhadap prosedur
3. Kriteria Produksi, terdiri dari 3 indikator, yaitu :
a. Adanya data kepegawaian yang berkualitas (akurat, lengkap, update,
konsisten
b. Adanya pelayanan kepegawaian yang berkualitas (tidak adanya
keluhan dari pegawai yang berurusan)
c. Ketersediaan data pegawai yang tertib

Pembahasan akan dilakukan satu persatu perindikator kriteria masing-masing.

1.  Adaptasi
a.  Kualitas SDM Pengelola SIMPEG

Salah satu indikator dari adaptasi dalam pengelolaan SIMPEG adalah
kualitas SDM pengelola SIMPEG itu sendiri, maksudnya adalah apabila SDM

pengelola SIMPEG itu memiliki kualitas yang baik, maka efektivitas penerapan
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SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah pun akan menjadi baik. Kualitas SDM
pengelola SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah ini dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Kualitas SDM Pengelola SIMPEG Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019

No. Jenis Kemampuan dan Pelatihan Jumlah %
Orang
1. | Pengoperasian program aplikasi SIMPEG 6 100
2. | Program pembuatan laporan 0 0
3. | Pengelolaan sistem jaringan 1 12,5
4. | Pengelolaan administrasi sistem basis data dan 0 0
emeliharaan basis data
5. | Pelatihan yang pernah diikuti :
- Pelatihan operasional komputer 6 100
- Pelatihan tentang jaringan 1 12,5
- Pelatihan tentang database 0 0
- Pelatihan tentang SIMPEG 0 0

Sumber : diolah dari data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, peneliti berpendapat bahwa kualitas SDM
pengelola SIMPEG masih rendah, hal ini dikarenakan dari empat yang
dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 125 Tahun 2017, hanya 1 kemampuan
yang dikuasai oleh seluruh pengelola SIMPEG yaitu kemampuan pengoperasian
aplikasi SIMPEG saja, dan kemampuan pengelolaan jaringan hanya dikuasai 1
orang atau 12,5% dari seluruh pengelola yang ada, tidak ada yang menguasai
masalah pembuatan laporan dan database. Dengan demikian peneliti berpendapat
bahwa kualitas pengelola SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah masih rendah.
Hal ini sesuai dengan pendapat dari beberapa informan. Masalah pengetahuan
SIMPEG yang dimiliki operator SIMPEG sebagai berikut :

“Kami mempelajari SIMPEG ini otodidak, banyak bertanya dari teman

teman mantan BKD yang dulu bekerja di sini namun sekarang sudah

bertugas di dinas lain, selain itu juga kami belajar dari mbah google,
dengan sedikit pengetahuan ini, kami mencoba mengotak atik aplikasi ini,
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dan jika sudah terbentur kami akan bertanya ke Pak Tabri.” (hasil
wawancara 13 Mei 2019)

Pernyataan operator di atas diperkuat dengan pernyataan dari Kasubbid

Informasi, sebagai berikut :

“Pengelola SIMPEG seharusnya diberikan semacam pelatihan karena bila

dilihat dari kemampuan mereka, hanya mampu mengentri dan mengecek

data saja, sedangkan untuk membaca program, masalah gangguan jaringan
dan sebagainya, mereka belum tahu, hanya saya yang mengerti masalah

Jaringan.” (hasil wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Pernyataan Kasubbid Informasi ini dibenarkan lagi oleh operator SIMPEG
(Ibu EL) sebagai berikut :

“Kalau ada masalah pada jaringan dan database, kami belum paham

tentang itu, kami hanya bisa mengoperasikannya saja, itupun karena ada

panduannya berbahasa Indonesia.” (hasil wawancara Tanggal 13 Mei

2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa masih lemahnya
kemampuan dan pengetahuan pengelola SIMPEG terhadap aplikasi SIMPEG,
juga dikemukakan oleh Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (Bapak
HN):

“Secara teknis kami menilai operator SIMPEG ini belum benar-benar

menguasai karena saat di lapangan, seringkali ditemukan mereka kesulitan

dalam mengoperasikannya.” (hasil wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Pernyataan ini makin menguatkan kenyataan bahwa pengetahuan pengelola
SIMPEG baru sebatas operasional, di mana mereka hanya dapat menjalankan
aplikasi saja, sedangka permasalahan teknis seperti sistem jaringan, database,
pemeliharaan database belum mereka kuasai.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengetahuan dan kemampuan

pengelola SIMPEG, yaitu pengoperasian program aplikasi SIMPEG, program
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pembuatan laporan, pengelolaan sistem jaringan, pengelolaan administrasi sistem

basis data dan pemeliharaan basis data masih sangat terbatas meskipun kemauan

1‘; mereka untuk belajar dan bekerja cukup baik. Berdasarkan pendapat Ruky
(2003:57) yang menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah tingkat
pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya
manusia, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM pengelola SIMPEG masih
rendah.

b.  Kuantitas Pengelola SIMPEG

Dalam rangka penyelenggaraan SIMPEG, dibutuhkan petugas pengelola
SIMPEG yang cukup, artinya dalam pengelolaan SIMPEG tidak terhambat oleh
keterbatasan jumlah petugas pengelola. Setidaknya harus ada minimal 5 orang
yang bekerja efektif untuk SIMPEG sebagai operator. Keberadaan pengelola ini
menjadi salah satu syarat keefektifan suatu aplikasi SIMPEG. Dengan adanya
pengelola SIMPEG yang cukup, maka penyelenggaraan SIMPEG bisa dikatakan
efektif.

Sesuai Permendagri Nomor 125 Tahun 2017, peneliti menanyakan kepada
kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah terkait petugas pengelola
SIMPEG, dan dijelaskan oleh kepala BRPSDMD (Bapak WN) sebagai berikut :

“mengenai kuantitas pengelola SIMPEG ini, saya sudah mendisposisikan

kepada Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian untuk membuat draft

rancangan SK tentang pengelola SIMPEG.” (hasil wawancara Tanggal 13
Mei 2019)
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Sehubungan dengan itu, peneliti menanyakan hal tersebut pada Kabid
Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (Bapak HN), dan informasi yang

diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“Ya, benar, disposisi untuk pengelolaan SIMPEG ini sudah saya terima
dari Kaban, hal ini saya tindaklonjuti dengan membuat SK tentang
Operator SIMPEG. “(hasil wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Kemudian dijelaskan lagi oleh Kabid Pembinaan dan Informasi

Kepegawaian perihal petugas yang perlu ditambahkan untuk pengelola SIMPEG

sebagai berikut :

“pada tiap SKPD diambil satu orang sebagai operator pengelola SIMPEG
yaitu didisposisikan kepada para Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau
staf yang membidangi, dengan tujuan utnuk mempercepat update data
SIMPEG, sehubungan dengan perubahan data kepegawaian yang terkait
dengan tugas dan fungsi. “(hasil wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan data dan informasi dari wawancara di atas, dapat diketahui

bahwa petugas pengelola SIMPEG yang dibutuhkan setidaknya berjumlah 6 orang
tenaga cperator pada BKPSDMD dan 1 orang pada tiap-tiap SKPD.

Kuantitas pengelola SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor
188.45/466/BKPSDMD/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :
188.45/296/BKPSDMD/2019 Tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pada
Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Bangka Tengah, seperti pada Tabel 4.4
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Tabel 4.4
Pengelola SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah

No. Nama Petugas Jabatan Dalam Dinas Keterangan

1. | Hendri Noviyarto, S.I.P,M.A.P | Kabid Pembinaan dan Inka BKPSDMD

2. | Tabri Eko Miyardi, A.Md Plt. Kasubbid Inka BKPSDMD

3. | Riduan, S.A.P Kasubbid Fas. Profesi ASN BKPSDMD

4. | Eka Linda Sari, A.Md Pranata Komputer Pelaksana BKPSDMD

5. | Vivin Dwi Haryani, S.Psi Pengelola Disiplin Pegawai BKPSDMD

6. | Rina Wahyuni, SH Analis Kepegawaian BKPSDMD

7. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Sekretariat Daerah

8. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Inspektorat Daerah
9. [ Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Setwan

10. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Bappelitbangda
11. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kcpegawaian | BPKAD

12. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | BPPRD

13. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | KESBANGPOL
14. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Dinas Pendidikan
15. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Dinas Kesehatan
16. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | DPURTP

17. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | DPPKBPPPA

18. | Pengelola Data Kenegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Dinas Pertanian
19. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | DINDUKCAPIL
20. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Diskominfosta
21. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | DLH
22. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Disperidag UKM
23. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Dinbudparpora
24. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Dinas Pangan
25. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | DPMPTK
26. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | RSUD
27. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kec. Koba
28. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kec. Pangkalanbaru
29. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kec. Sungaiselan
30. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kec. Namang
31. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kec. Simpangkatis
32. | Pengelola Data Kepegawaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kec. Lubukbesar

Sumber . diolah dari data primer dan data sekunder (2019)
Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa petugas pengelola SIMPEG

seluruhnya berjumlah 32 orang, namun kenyatannya masih terjadi hambatan

dalam pengelolaan SIMPEG, di mana tidak semua pertugas dapat melaksanakan

tugasnya. Untuk itu peneliti menanyakan perihal kuantitas ini pada informan

Kasubbid Informasi Kepegawaian, (Bapak TM) sebagai berikut :
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“dalam SK Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/466/BKPSDMD/2019
tentang pelaksana SIMPEG, jumlah pengolah data kepegawaian berjumlah
32 orang, akan tetapi tidak semuanya melaksanakan tugasnya, karena
sebagian di antaranya menjabat sebagai pejabat eselon IV dan fungsional
yang juga melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga pengelolaan
SIMPEG menjadi kurang efektif.” (hasil wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Pernyataan dari Kasuobid Informasi Kepegawaian ini dipertegas oleh salah
satu operator SIMPEG yang merangkap jabatan eselon IV (Bapak HH)
menyatakan sebagai berikut :

“nama saya memang tercantum dalam SK SIMPEG sebagai operator

Tahun 2019, tetapi kalau boleh jujur waktu saya tidak banyak digunakan

untuk mengerjakan SIMPEG karena saya duduk di eselon IV, sehingga bila

ada waktu luang barulah saya buka buka SIMPEG. (hasil wawancara

Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara di atas, ternyata yang
menyebabkan belum efektifnya tugas pengelolaan SIMPEG lebih diakibatkan dari
adanya kesibukan masing-masing petugas yang ternyata merupakan staf pada
bidang lain, bahkan ada yang menduduki jabatan sebagai pejabat eselon IV,
ternyata hanya sedikit yang efektif dalam pengelolaan SIMPEG.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka kesimpulan yang
dapat ditarik adalah perlu adanya penggantian pengelola SIMPEG yang memiliki

jabatan rangkap dalam rangka meningkatkan -efektifitas penyelenggaraan

SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah.

C. Prasarana Pengelolaan SIMPEG
Dalam penyelenggaraan SIMPEG, yang dimaksud dengan prasarana adalah

ruangan yang dipergunakan untuk pengelolaan SIMPEG, listrik yang
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menyebabkan sarana pengelolaan SIMPEG dapat berfungsi dan jaringan internet

yang mendukungpenyelenggaraan SIMPEG. Prasarana dijadikan sebagai salah

satu indikator, karena prasarana merupakan salah satu objek yang dibutuhkan

untuk terlaksananya SIMPEG. Semakin mendukung prasarana yang ada, maka

penyelenggaraan SIMPEG akan semakin efektif.

Tabel 4.5

Prasarana kantor BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019

Ne. Nama Ruangan Jumlah Keterangan
I. | Ruangan Kepala (Pejabat i Ruang Kepala Badan
Eselon II)
2. | Ruangan Pejabat Eselon 4 1 Ruangan Sekretaris dan ruangan Kabid
111 bergabung dengan Pejabat eselon IV dan
Staf
Ruangan Pejabat Eselon 3 Bergabung dengan kepala bidang
3. | IV dan Staf
4. | Ruang Tunggu Tamu, 3 -
Gudang , dapur
5. | Ruang pengelolaan Tidak Belum Tersedia (masih bergabung dengan
SIMPEG Ada bidang Pembinaan dan Informasi
Kepegawaian
Listrik 1 Kapasitas 13000 KwH
6.
7. | Jaringan Internet | 4 Mb tidak stabil
Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah (2019)
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Gambar 4.5
Kapasitas Jaringan SIMPEG Tahun 2019

Berdasarkan data dan inforinasi di atas, maka dapat dilihat bahwa prasarana
di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum mendukung dalam pelaksanaan
SIMPEG, hal ini dikarenakan belum adanya ruangan untuk pengelolaan SIMPEG
dan jaringan internet yang tidak stabil. Belum adanya ruangan membuat
pengelolaan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah menjadi
terkendala karena harus memakai ruangan bidang pembinaan dan informasi
kepegawaian, schingga dalam bekerja sering terjadi gangguan karena adanya
kegiatan lain pada bidang tersebut. Di samping itu keberadaan jariﬁgan yang tidak
stabil membuat akses pada aplikasi sering terganggu sehingga membutuhkan
waktu yang lama.

Dalam Permendagri Nomor 125 Tahun 2017, tidak dijelaskan secara detail
masalah prasarana, tetapi berdasarkan sarana yang harus ada, sarana tersebut tidak
mungkin bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya dukungan prasarana yang baik,
misalnya komputer tidak mungkin bisa berfungsi tanpa adanya dukungan jaringan
listrik, transfer data dari komputer client tidak mungkin dapat dilakukan dengan

baik tanpa adanya dukungan jaringan internet yang memadai, untuk menempatkan
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seluruh peralatan SIMPEG dan guna melakukan kegiatan penggunaan alat-alat
tersebut juga dibutuhkan tempat mendukung. Dengan demikian dapat dikatakan

il bahwa dalam pengelolaan SIMPEG diperlukan perangkat kelengkapan dasar yang

secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses kegiatan yaitu ruangan,
listrik dan jaringan internet.

Sehubungan dengan permasalahan prasarana ini diungkapkan oleh Kepala
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

“terkait prasarana untuk pengelolaan SIMPEG, selalu menjadi masalah

dikarenakan keterbatasan anggaran, oleh karena itu bila ada kesempatan,

kita selalu menyampaikan kepada Bapak Bupati tentang keterbatasan

prasarana ini.”(wawancara Tanggal |3 Mei 2019)

Keadaan prasarana yang masih menjadi permasalahan dalam
penyelenggaraan SIMPEG juga diakui oleh kepala Bidang Pembinaan dan
Informasi Kepegawaian dalam pernyataannya :

“Bagaimana tidak menjadi masalah dalam penyelenggaraan SIMPEG

karena tidak tersedia ruangan khusus untuk pengelolaan SIMPEG dan

kurang stabilnya jaringan internet, sedangkan jaringan listrik sudah cukup

memadai.” (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Ruangan, listrik dan jaringan internet merupakan kelengkapan dasar untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan SIMPEG, sehingga dengan belum adanya
ruangan dan jaringan internet yang tidak stabil akan mengganggu kelancaran
dalam penyelenggaraan SIMPEG tersebut, karena sulit maka dapat disimpulkan

bahwa prasarana yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum

menunjang untuk terlaksananya penyelenggaraan SIMPEG dengan baik.
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1 d.  Sarana Pengelolaan SIMPEG

Sarana dijadikan ukuran dalam mengukur keefektifan dalam
penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, artinya
ketersediaan sarana penunjang dalam penyelenggaraan SIMPEG akan mendukung

kinerja BKPSDMD dalam penyelenggaraan SIMPEG. Semakin lengkap sarana

yang ada, maka penyelenggaraan SIMPEG akan semakin baik.
Sarana yang tersedia dalam rangka penyelenggaraan SIMPEG di

BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Sarana Penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD Tahun 2019
No. Nama Sarana Jumlah Yang Keterangan
Tersedia
1. | Server 1 unit Spesifikasi : Brand IBM

Model System x3620-M3

Code 7376B2A Memory 8 GB
Hardisk 300GB 15K 3.5" HS
S4S, Power Supply 460 watt
Optical Drive Optional

Processor Intel Xeon Quad
Core E5507 2.26Ghz/800MHz/4MB
Port 4x USB 2.0, 1 Serial and
video, 1 Paralel, and 2x RJ-45 port
Slot  Two x8 PCle Gen II slots
and one x4 PCle Gen II buried slot
Raid Support SR M1015

2. | Komputer client 3 unit Spesifikasi : Processor Core 15,
Harddisk 6 gb, SDRAM 2 gb, CD
RW, Scanner Colour, FDD 3 Mb,
Display VGA, Desktop, Wireless

3. | Printer 3 unit -
4. | Kondisi sarana - Dapat berfungsi dengan baik
Sumber : Sub Bagian Umum BKPSDMD Kab. Bangka Tengah (2019)

Sarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIMPEG tidak dijelaskan

secara detail dalam Permendagri Nomor {25 Tahun 2017.
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Dengan membandingkan sarana yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah pada Tabel 4.6 dengan spesifikasi hardware untuk komputer server dan

client seperti yang dikutip dalam https://www.dewaweb.com/blog/komputer-

server/. Hal ini dapat diketahui bahwa sarana yang ada di BKPSDMD Kabupaten

Bangka Tengah belum mendukung untuk terlaksananya SIMPEG dengan baik,

dikarenakan keberadaan sarana penunjang untuk penyelenggaraan SIMPEG
belum sesuai. Kekurangan sarana ini terjadi pada sarana komputer cliert di mana
seharusnya terdapat minimal 5 unit, baru tersedia hanya 3 unit, sarana komputer

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.6

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah (2019)
Gambar 4.6
Sarana SIMPEG BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah

Kekurangan sarana ini disampaikan juga oleh beberapa informan, salah
satunya adalah operator SIMPEG (Ibu EL) yang menyatakan bahwa :

“Banyak sekali kekurangan yang ditemukan dalam hal sarana,di antaranya
adalah komputer, di mana saat ini komputer untuk mengentri data hanya
tersedia 3 unit, itupun terkadang dipergunakan untuk kepentingan lain di
luar SIMPEG, terkadang pengelolaan SIMPEG harus terganggu dengan
adanya pemakaian komputer untuk keperluan lain tersebut, jadi sarana
yang ada menurut kami, belum memenuhi syarat untuk membuat SIMPEG
berjalan baik” (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)
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Selain itu adanya kekurangan sarana dalam penyelenggaraan SIMPEG ini
dibenarkan oleh Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah (Bapak WN)
yaitu :

“di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah ini Sarana pengelolaan
SIMPEG yang ada memang belum lengkap, akan tetapi tugas kami selaku
penyelenggara SIMPEG ini tidak akan terhalang oleh keterbatasan sarana,
perbaikan-perbaikan peralatan yang lama sudah kami lakukan di samping
pengupayaan pengadaan peralatan baru dengan membuat usulan pada
penyusunan anggaran (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa informan di atas,
semakin menunjukkan adanya kekurangan sarana di mana dengan
memaksimalkan pemanfaatan peralatan yang ada melalui pemeliharaan dan
pengajuan pengadaan sarana yang kurang.

Kekurangan sarana dalam penyelenggaraan SIMPEG mengakibatkan
permasalahan sebagaimana disampaikan oleh Kasubbid Informasi Kepegawaian
(Bapak TM), kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Akibat yang timbul dari permasalahan kekurangan sarana ialah tidak

akuratnya data pada SIMPEG dikarenakan adanya keterlambaian dalam

peremajaan data.” (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Informasi dari wawancaré di atas memperlihatkan adanya masalah tidak
akurat data sebagai akibat kurangnya saranya dalam penyelenggaraan SIMPEG.
Sarana penyelenggaraan SIMPEG yang ada sangat terbatas, sehingga perlu
diadakan biaya pemeliharaan guna antisipasi kerusakan sarana tersebut.

Berdasarkan data, peraturan yang ada dan informasi yang diperoleh dalam

wawancara, ditemukan kekurangan peralatan dan perlengkapan kerja sebagai

sarana dalam pelaksanaan pekerjaan dalam penyelenggaraan SIMPEG, sehingga
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mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan SIMPEG, dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa kebutuhan sarana dalam penyelenggaraan SIMPEG di

BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum terpenuhi.

e.  Pelatihan Bagi Pengeloia SIMPEG

Data dan informasi vang akurat dan up to date sangat diperlukan dalam hal
pemberian informasi kepada pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan dan pemanfaatan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai sarana dalam penyajian data dan

informasi yang menyangkut kepegawaian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya pegawai perlu
dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan yang menunjang dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk meningkatkan pengetahuan staf pengolah data, maka BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah menganggarkan kegiatan Studi Banding ke Kabupaten
lain tentang pemanfaatan SIMPEG.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan di lapangan
bahwa staf diikutkan dalam kegiatan Studi Banding ke daerah lain yang terkait
tentang pemanfaatan SIMPEG untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam
pengelolaan data dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEG. Berdasarkan kegiatan
Studi Banding tersebut diperoleh hasilnya yakni berupa pengembangan sistem dan
peningkatan aplikasi.

Hasil wawancara dengan Ibu EL (Operator SIMPEG) menyatakan bahwa:
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“programmer nya kami tetap dilaksanakan oleh Pak Tabri, kami hanya
mengentri peremajaan datanya saja” (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Beliau menjelaskan :

“Kami staf pengelola data pernah mengikuti Studi Banding ke BKD
Kabupaten Sleman dan Bandung tentang pengolahan SIMPEG, dan ifu
sedikit membaniu menambah pengetahuan kami.” (hasil wawancara pada
tanggal 13 Mei 2019)

Terkait dengan yang dinyatakan oleh Ibu EL, Kepala Sub Bidang Informasi
Kepegawaian menjelaskan :

| “Staf pengelola data kami ikutkan dalam kegiatan studi banding tentang
tata cara pengelolaan SIMPEG. Untuk mengoperasikan Aplikasi SIMPEG,
saya sebagai programmer juga membantu sedikit kalau ada hal yang
kurang dipahami oleh staf saya.” (hasil wawancara pada tanggal 13 Mei
2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti,
ditemukan tidak adanya pelatihan kepada staf pengelola data sebagai sarana dalam
pelaksanaan pekerjaan dalam penyelenggaraan SIMPEG, sehingga mempengaruhi
kinerja dalam penyelenggaraan SIMPEG, dengan‘ demikian dapat diambil
kesimpulan bahwa kebutuhan pelatihan pengelola SIMPEG di BKPSDMD

Kabupaten Bangka Tengah belum terpenuhi.

2. Integrasi
a.  Sosialisasi Pelaksanaan SIMPEG

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan

berbagai macam organisasi lainnya.
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Integrasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengadakan
sosialisasi mengenai penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian kepada
organisasi lainnya. Dalam hal ini kemampuan BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah dalam melakukan sosialisasi tentang penerapan SIMPEG kepada SKPD
lainnya dan data kepegawaian antar SKPD saling terintegrasi dengan baik.
Integrasi data dapat dicapai melalui database. Database yaitu sekumpulan file
yang saling terkait dan membentuk suatu bangun data. Darabase minimal terdiri
dari satu file yang cukup untuk dimanipulasi oleh komputer sedemikian rupa.
Pada suatu sistem pengolahan informasi, database terdiri dari semua data yang

dapat dijangkau oleh sistem.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, sosialisasi tentang
pemanfaatan SIMPEG oleh BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dalam
mengolah data kepegawaian SKPD belum dilaksanakan dengan sepenuhnya,
karena penggunaan SIMPEG seharusnya dilaksanakan semacam kegiatan seperti
bimbingan teknis, pelatihan khusus atau coaching clinic mengenai tata cara
pemakaian SIMPEG kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian masing-masing
SKPD selaku pengelola data kepegawaian SKPD. Ditemukan fakta di lapangan
bahwa pihak BKPSDMD hanya berkunjung ke masing-masing SKPD untuk
memberikan username SIMPEG dan menjelaskan dengan sekilas tata cara
penggunaan SIMPEG.

Hasil wawancara dengan Bapak HN ( Kabid Pembinaan dan Inka )
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“Kami dari BKPSDMD tidak mengadakan bimbingan teknis ataupun
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pelatihan terkait SIMPEG ini kepada seluruh Kasubbag Umum dan
Kepegawaian se-Kabupaten Bangka Tengah, dikarenakan kami tidak
memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.” (hasil
wawancara pada tanggal 13 Mei 2019)

Kasubbid Informasi dan Kepegawaian (Bapak TM) juga mengatakan hal
yang senada, beliau mengatakan bahwa :

“kami tidak ada kegiatan bimtek atau diklat tentang penerapan SIMPEG
kepada para pegawai tertentu dari SKPD lainnya khususnya Kasubbag
Kepegawaian. Kami hanya melakukan kunjungan ke SKPD untuk
memberikan username dan password untuk membuka SIMPEG dan sekilas
kami kasih tahu tentang penggunaan SIMPEG dengan harapan Kasubbag
Umum dan Kepegawaian bisa mengolah data kepegawaiannya sendiri.”
(hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2019).

Untuk mengetahui informasi bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah kepada Kasubbag Umum dan
Kepegawaian tiap-tiap SKPD, peneliti mewawancarai salah satu Kasubbag Umum

Kepegawaian Dinas Kesehatan (Ibu DH) , yakni :

“kami tidak pernah diundang untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ataupun
pelatihan tentang Penggunaan SIMPEG, kami hanya diberikan username
dan password untuk membuka SIMPEG, dan ada sekali waktu mereka
(BKPSDMD) datang ke dinas kami untuk menjelaskan sekilas penggunaan
SIMPEG, kami sangat berharap sekali diadakannya kegiatan BIMTEK
tentang SIMPEG tersebut, karena bagaimanapun juga pengolahan data
kepegawaian itu membutuhkan pembelajaran yang mendalam, karena
seperti kami khususnya pegawainya banyak dari tenaga kesehatan seperti
perawat, dokter dan lain-lain sehingga penyusunan data kepegawaian
seperti SKP membutuhkan waktu yang lumayan lama.” (hasil wawancara
pada tanggal 13 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti,
ditemukan bahwa BKPSDMD  tidak menyelenggarakan sosialisasi khusus
SIMPEG kepada SKPD lainnya, sehingga mempengaruhi kinerja dalam

penyelenggaraan SIMPEG, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa
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dalam indikator sosialisasi pelaksanaan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten

Bangka Tengah belum terpenuhi.

b.  Prosedur pelaksanaan penyelenggaraan SIMPEG

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan diperlukan pedoman yang meniadi acuan
bagi pelaksana kegiatan. Pedoman tersebut merupakan rangkaian aktivitas atau
kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Pedoman
tersebut penting dimiliki bagi suatu organisasi agai segala sesuatu dapat dilakukan
secara seragam, yang pada akhirnya akan menjadi acuan bagi organisasi dalam

menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu

fungsi tertentu.

Keberadaan pedoman dalam penyelenggaraan SIMPEG merupakan acuan
dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya acuan tersebut, maka proses
penyelenggaraan akan terarah sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya
prosedur sebagai acuan, kegiatan akan berjalan tanpa arah dan sulit untuk berhasil,
karena itu keberadaan prosedur pelaksanaan menjadi salah satu tolok ukur bagi
dimensi proses yang mendukung kinerja BKPSDMD dalam melaksanakan
SIMPEG, adanya prosedur akan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lancer.

Dalam penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah, yang
menjadi pedoman pelaksanaan adalah Permendagri Nomor 125 Tahun 2017
tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri.
Keberadaan prosedur dalam penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten Bangka

Tengah, dapat dilihat pada tabel 4.7
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Tabel 4.7
Prosedur Penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD Tahun 2019
No. Uraian Keterangan
1. | Dasar Pelaksanaan Permendagri Nomor 125 Tahun 2017
SIMPEG
2. | Rincian  kegiatan vyang |- Proses pengumpulan, penyampaian dan
diatur dalam Permendagri pengolahan data
] Nomor 125 Tahun 2017 - Proses pemutakhiran database pegawai
f (baik)
i - Proses pelaporan informasi kepegawaian
(baik)
- Proses pengamanan data dan informasi
kepegawaian (standar)

Sumber : Permendagri Nomor 125 Tahun 2017
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui telah tersedia prosedur dalam

penyelenggaraan SIMPEG di mana prosedur tersebut mengatur mulai dari awal

kegiatan yaitu pengumpulan data sampai dengan pengamanan data, dengan teratur

dan jelas. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa penyelenggaraan
SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah telah dilengkapi dengan prosedur.

Menurut Baridwan (2009:30) prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan
kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau
lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap
transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

Keberadaan prosedur dalam penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten
Bangka Tengah disampaikan oleh Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
sebagai berikut :

“Tidak ada posedur khusus dalam penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD

ini, hanya saja tetap berpedoman pada mekanisme yang ada pada

Permendagri Nomor 125 Tahun 2017 (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala BKPSDMD

menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten Bangka
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Tengah tidak dibuat prosedur khusus, tetapi hanya berdasarkan pada mekanisme /
prosedur yang ada pada Permendagri Nomor 125 Tahun 2017. Mekanisme /
prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perekaman awal

(1) Perekaman awal dilakukan kepada :

1. Calon Pegawai

2. Pegawai yang melakukan mutasi/promosi

3. Pegawai yang belum pernah dilakukan Perekaman Awal pada
1 SIMPEG

| (2) Perekaman awal meliputi Data Pokok dan Data Riwayat sebagaimana

tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 125 Tahun 2017

b. Pemutakhiran

(1) Setiap Pengelola data kepegawaian wajib meneliti kebenaran Data
Pegawai masing-masing melalui SIMPEG dengan identitas pengguna dan
kata kunci/password.

(2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau perkembangan Data Pegawali,
setiap Pegawai melaporkan dan menyampaikan Dokumen Pendukung
kepada Pengelola Kepegawaian melalui atasan langsung Pegawai yang
bersangkutan.

(3) Dokumen Pendukung harus sudah disampaikan oleh Pengelola
Kepegawaian kepada operator, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
Dokumen Pendukung diterima untuk dilakukan Pemutakhiran.

(4) Operator wajib melakukan Pemutakhiran paling lama 10 (sepuluh) hari
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kerja sejak Dokumen Pendukung diterima.

(5) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau perkembangan Data Pegawai dari
hasil proses Manajemen Kepegawaian, Pengelola Kepegawaian unit
pelaksana teknis wajib menyampaikan Dokumen Pendukung kepada
Operator paling lama 10 (sepuluh) bari kerja sejak tanggai
diselesaikannya Dokumen Pendukung.

(6) Operator wajib melakukan Pemutakhiran paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak Dokumen Pendukung diterima.

(7) Bila Pemutakhiran telah dilaksanakan, Pengelola Kepegawaian unit

pelaksana teknis wajib menyampaikan Dokumen Pendukung kepada

Pengelola SIMPEG
¢. Pemanfaatan
(1) Pemanfataan Data Pegawai dilakukan melalui SIMPEG oleh pejabat,
Pengelola Kepegawaian dan/atau Pengelola SIMPEG dalam pelaksanaan
Manajemen Kepegawaian. |
(2) Pemanfaatan Data Pegawai baik secara perorangan maupun organisasi
wajib dikoordinasikan dengan Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah.
(3) Pemanfatan Data Pegawai dilaporkan secara berkala kepada Kepala
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah.
d. Pemeliharaan
(1) Pemeliharaan SIMPEG, meliputi :

a. Pemeliharaan Data Pegawai; dan
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b. Pemeliharaan perangkat SIMPEG
(2) Pemeliharaan Data pegawai, meliputi :
a. Arsip data pegawai secara elektronikl
b. Rekam cadang / backup data pegawai secara elektronik
¢. Pemeliharaan arsip dokumen pendukung
(3) Pemeliharaan SIMPEG, meliputi :
a. Perangkat keras / hardware
b. Perangkat lunak / sofiware
c. Perangkat jaringan / network / LAN
(4) Pemeliharaan SIMPEG disusun berdasarkan tata naskah dinas
kepegawaian
Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui terlah tersedianya
aturan yang mengatur urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam
penyelenggaraan SIMPEG, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
prosedur dalam penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah yaitu

prosedur yang ada pada Permendagri Nomor 125 Tahun 2017.

c.  Kepatuhan Petugas pada mekanisme/prosedur

Setelah ada prosedur dalam pelaksanaan SIMPEG, berikutnya yang menjadi
tolok ukur dalam proses penyelenggaraan SIMPEG adalah sejauh mana
kesesuaian proses pelaksanaan tersebut dengan prosedur yang ada. Hal ini dilihat
dari kepatuhan para pengelola terhadap prosedur yang ada, semakin patuh mereka

dengan prosedur yang ada maka semakin baiklah proses penyelenggaraan
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SIMPEG tersebut dan semakin baik pula kinerja BKPSDMD dalam
penyelenggaraan SIMPEG ini.

Dalam penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah, prosedur
yang digunakan dalam pelaksanaan SIMPEG sebagaimana yang tertera pada
Permendagri Nomor 125 Tahun 2017. Untuk menaati aturan yang berlaku,
seseorang harus terlebih dahulu mengetahui dan paham dengan aturan tersebut
serta adanya kesadaran diri untuk menaati aturan tersebut. Tingkat pemahaman
pengelola SIMPEG terhadap prosedur yang ada diungkapkan oleh Kasubbid

Informasi Kepegawaian (Bapak TM) sebagai berikut :

“dikarenakan pengetahuan terhadap prosedur pelaksanaan SIMPEG ini

masih minim, maka pelaksanaannya berjalan seperti tanpa prosedur, dan

juga dikarenakan rendahnya kesadaran pengelola pegawai untuk

mengupdate data di SKPDnya.” (Wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut, diperoleh informasi bahwa pemahaman
pengelola SIMPEG tentang prosedur masih minim, hal ini berakibat pada tidak
patuhnya pengelola SIMPEG pada prosedur tersebut.

Proses perekaman awal yang dilakukan oleh BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah disampaikan oleh Kasubbd Informasi Kepegawaian (Bapak TM)
sebagai berikut :

“Proses perekaman awal dilakukan dengan meminta SKPD untuk

menyampaikan data kepegawaian melalui surat yang ditujukan kepada

Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Pengelola Kepegawaian di

SKPD untuk melakukan pengentrian data pada SIMPEG, kemudian

BKPSDMD melakukan approve atau persetujuan atas pengentrian data

yang dilakukan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian.”(Wawancara

Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pada proses
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perekaman awal terjadi ketidakpatuhan terhadap prosedur di mana seharusnya
menurut prosedur yang ada bahwa dalam proses perekaman awal data
kepegawaian dilakukan kepada CPNS, pegawai yang melakukan mutasi/promosi
dan atau pegawai yang belum pernah dilakukan perekaman awal.

Proses pemutakhiran data disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan
Informasi Kepegawaian (Bapak HN) sebagai berikut :

“pelaksanaan pemutakhiran setiap setahun sekali, dengan melakukan

pengumpulan data dari SKPD, data yang disampaikan oleh mereka kita

gunakan untuk melakukan pemutakhiran data yang ada pada kita”
(wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terjadi juga kesalahan prosedur, di
mana seharusnya dalam proses pemutakhiran data kepegawaian, di mana hanya
dilakukan sekali setahun seiring dengan pengumpulan data, seharusnya
pemutakhiran data dilakukan setiap terjadi perubahan data kepegawaian di
Kabupaten Bangka Tengah dan hal tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari
SKPD yang pegawainya mengalami perubahan dilampiri dengan blanko yang
telah ditentukan.

Terkait dengan pelaporan informasi kepegawaian, disampaikan Kepala
Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (Bapak HN) sebagai berikut :

“Pelaporan data kepegawaian dilakukan setiap adanya permintaan data

dari BKN regional VII Sumatera Selatan, selain sebagai bahan laporan

data SIMPEG ini digunakan juga sebagai bahan rapat dalam koordinasi
kepegawaian baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional.” (wawancara

Tanggal 13 Mei 2019)

Pada pelaporan data kepegawaian terjadi juga ketidaksesuaian dengan

prosedur yang ada, di mana menurut prosedur seharusnya pelaporan disampaikan
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secara periodik, tidak menunggu adanya permintaan.

Prosedur selanjutnya adalah pengamanan data/dokumen dan sistem.
Sehubungan dengan pengamanan data dan sistem ini, kasubbid informasi
kepegawaian (Bapak TM), menyatakan :

“Upaya untuk pengamanan data kepegawaian kami melakukan backup data

setelah peremajaan data dan membuat file arsip data untuk setiap pegawai.

Untuk informasi kepegawaian dibuatkan metode satu pintu, sehingga tidak

sembarang orang bisa memberikan informasi kepegawaian.” (wawancara

Tanggal 13 Mei 2019)

Pengamanan terhadap sistem, disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
dan Informasi Kepegawaian, sebagai berikut :

“Semua aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet akan mengalami

rentan kerusakan, oleh karena itu selalu dilakukan backup seluruh sistem

untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data
dari server, data terkena virus dan lain-lain yang bisa terjadi kapan saja.

Selain itu disiapkan juga anggaran bagi pemeliharaan dan perawatan bagi

peralatan dan sistem melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan

SIMPEG.” (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan informasi di atas, diperoleh adanya proses pengamanan data,
informasi dan sistem dalam pengelolaan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah
di mana pengamanan dilakukan dengan membuat backup data dan sistem,
membuat file arsip data masing-masing pegawai serta membuat sistem satu pintu
untuk informasi kepegawaian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka kepatuhan pengelola SIMPEG

di Kabupaten Bangka Tengah terhadap prosedur tersebut dapat dilihat dari Tabel

4.8
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Prosedur menurut Fakta van
No. | Jenis Kegiatan | Permendagri Nomor di temyui £ Keterangan
125 Tahun 2017
1. | Perekaman Dilakukan kepada Dilakukan tanpa | Tidak sesuai
Awal calon pegawali, membuat daftar prosedur
pegawai perekaman awal
mutasi/promosi dan
atau pegawai yang
belum pernah
dilakukan perekaman
2. | Pemutakhiran | Dilakukan setiap ada | Dilakukan setiap | Tidak sesuai
Data perubahan data tahun bersamaan | prosedur
dengan
pengumpulan data
3. | Pelaporan Dilakukan secara Disampaikan Tidak sesuai
periodik setiap tahun setiap ada prosedur
permintaan
4. | Pengamanan | Dilakukan backup data | Dilakukan backup | Sesuai
data dan dan sistem data dan sistem Prosedur
sistem
5. | Pemeliharaan | Dilakukan perawatan | Disediakan Sesuai
data berkala terhadap anggaran untuk Prosedur
peralatan dan aplikasi | perawatan berkala

Sumber . diolah dari data primer hasil wawancara 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pengelola

SIMPEG yang ada di Kabupaten Bangka Tengah pada prosedur yang ada masih
rendah, hal ini diketahui dari adanya ketidaksesuaian beberapa tindakan yang
dilakukan pengelola dalam melaksanakan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah
dengan prosedur yang ada pada Permendagri Nomor 125 Tahun 2017.
Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dikarenakan adanya tindakan yang tidak

taat terhadap prosedur/mekanisne yang ada.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka
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dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD

Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya patuh pada prosedur yang ada.

3. Produksi

Produksi  berasal dari Bahasa Inggris “fo produce” yang berarti
menghasilkan. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan/menghasilkan
atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan oleh orang atau badan (organisasi).

Istilah produksi sering dipakai dalam suatu organisasi yang menghasilkan
keluaran output, baik berupa barang maupun jasa. Secara umum produksi
diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan
(inpuf) menjadi hasil keluaran (output). Dengan dasar pengertian itu, di dalam
kegiatan menghasilkan barang atau jasa, dapat diukur kemampuan menghasilkan
atau transformasinya.

Fungsi produksi ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan dalam
proses produksi. Karena itu hubungan output input untuk suatu sistem produksi
merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi, peralatan, tenaga kerja, bahan
baku dan lain-lain yang digunakan dalam suatu organisasi. Pada keadaan
teknologi tertentu, hubungan antara input dan output tercermin pada fungsi
produksinya.

Produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi
jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Dalam

kaitannya dengan pengukuran efektivitas sebuah instansi pemerintah, tentunya
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parameter yang digunakan adalah seberapa optimal pelaksanaan tugas atau
pelayanan kepada masyarakat serta seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat
yang dilayani. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran
utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa
pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya. Istilah
teknologi mengacu pada organisasi mengubah masukan menjadi keluaran.
Teknclogi ini dalam organisasi berfungsi sebagai proses perbaikan terus menerus,
rekayasa ulang proses kerja dan alat penyesuaian masal terhadap kebutuhan
sehingga memudahkan pimpinan mengambil keputusan secara benar dan akurat.
Teknologi ini digunakan untuk membantu tugas-tugas organisasi. Oleh karena itu,
setiap organisasi pasti memiliki satu teknologi untuk mengubah sumberdaya
keuangan, manusia dan fisik menjadi produk dan jasa.

Produksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas informasi yang
dihasilkan dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian. Sebagai
mana yang dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan dibentuknya suatu sistem
informasi manajemen kepegawaian agar organisasi memiliki suatu sistem yang
dapat diandalkan dalam pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi
yang cepat, tepat waktu dan akurat.

Kualitas adalah karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk

memenuhi kebutuhan dan harapan baik yang dinyatakan secara tegas maupun
tersamar. Kualitas yang dimaksudkan disini artinya mutu dari informasi
kepegawaian sebagai hasi! dari SIMPEG. Kualitas informasi merupakan sasaran

utama dalam menciptakan sebuah sistem informasi. Untuk mengukur dimensi
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kualitas dalam upaya mengetahui tingkat efektivitas SIMPEG pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Bangka Tengah dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :
a. Kualitas Data Kepegawaian

Salah satu hasil nyata yang diharapkan setelah adanya keluaran SIMPEG
adalah data kepegawaian yang berkualitas. Kualitas data kepegawaian menjadi
indikator dimensi produksi dimaksudkan bahwa semakin tinggi kualitas data
kepegawaian maka semakin baik hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan
SIMPEG. Hal ini akan meningkatkan kinerja BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah. Data yang diharapkan adalah yang akurat, mutakhir, lengkap dan
konsisten. Sehubungan dengan ketepatan dan kebenaran data kepegawaian pada
SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah, maka peneliti melakukan observasi
terhadap data pegawai yang ada pada masing-masing bidang serta pada aplikasi
SAPK (Sistem administrasi pelayanan kepegawaian) milik BKN. Berdasarkan

hasil observasi diperoleh data sebagaimana terlihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9
Keakuratan data pada SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2019
. Data Data
No. Jenis Data SIMPEG Scbenarnya Keterangan
1. | Data mutasi antar daerah | Tidak ada 23 tidak tepat/benar
2. | Data Kenaikan Pangkat Tidak ada 523 tidak tepat/benar
3. ]2)(?;(1) Batas Usia Pensiun 26 33 tidak tepat/benar
4. | Data hukuman disiplin Tidak ada 173 tidak tepat/benar
5, | Data kenaikan gaji Tidak ada 899 tidak tepat/benar
berkala
Data Jenis Golongan .
6. Darah PNS 2523 2846 tidak tepat/benar

Sumber . diolah dari data sekunder Tahun 2019
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Terhadap adanya data yang tidak tepat dari tabel di atas, peneliti
menanyakan apa yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan data SIMPEG
tersebut pada Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (Bapak HN)
yang dijelaskan sebagai berikut :

“sering ditemukan data SIMPEG yang berbeda dengan keadaan yang

sebenarnya, dikarenakan kurangnya koordinasi dari bidang terkait kepada

pengelola SIMPEG terhadap perubahan data, sehingga menyebabkan

perbedaan data yang signifikan.” (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Peneliti menanyakan kepada masing-masing bidang, Kasubbid Kenaikan
Pangkat dan Pemberhentian (Bapak HH) menyampaikan sebagai berikut :

“penyampaian data mutasi dan pensiun pegawai yang diminta oleh bidang

pembinaan dan informasi kepegawaian telah kami sampaikan sebagian, hal

ini dikarenakan kesibukan kami, seiring waktu kami jadi lupa, dan
perubahan data terus saja berlangsung, sehingga kami sekarang bingung
harus menyampaikan data dari mana.” (wawancara Tanggal 13 Desember

2019)

Kasubbid Pembinaan (Ibu YP) juga menyampaikan bahwa :

“Benar dulu ada atasan meminta kami untuk menyampaikan data

penerimaan penghargaan PNS, data PNS mendapatkan hukuman disiplin,

tetapi kami lupa menyampaikannya, dan mereka juga tidak mengingatkan,
jadi belum disampaikan, tetapi data tersebut ada pada kami.” (wawancara

Tanggal 13 Mei 2019).

Berdasarkan ke dua pernyataan di atas, diketahui bahwa adanya
ketidaktepatan data pada SIMPEG dikarenakan adanya kelalaian pegawai untuk
menyampaikan data dari masing-masing bidang pada pengelola SIMPEG, dan
data yang telah disampaikan juga belum dilakukan pengentrian data oleh operator

SIMPEG. Kelalaian dalam penyampaian data dan pengentrian data tersebut

menyebabkan terdapat beberapa jenis data yang tidak sesuai dengan keadaan yang
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tidak sebenarnya atau dengan kata lain data tersebut tidak tepat/benar serta tidak
sesuai dengan keadaan terkini. Keadaan data yang demikian menunjukkan bahwa
data kepegawaian pada SIMPEG tidak akurat dan tidak update.

Di samping adanya kelalaian pegawai di atas, sebagaimana disampaikan
pada pembahasan produksi, bahwa masih ada beberapa jenis data yang belum
tersedia pada SIMPEG yang dibuat oleh BKPSDMD, dan data yang tersediapun
tidak lengkap dikarenakan lemahnya koordinasi antara bidang terkait dengan
pengelola SIMPEG dan belum dientrinya data oleh pengelola SIMPEG,
menyebabkan ketersediaan data kepegawaian yang ada pada SIMPEG kurang dari
yang seharusnya atau tidak lengkap. Keberadaan data yang tidak lengkap ini juga
dapat dilihat dari hasil cetak profil, di mana terdapat banyak data yang kosong,
yang menunjukkan data tersebut belum lengkap, hasil cetak profil pada SIMPEG

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7

106

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




44336

T -
INIP 19870527 201001 1 001
NAMA KHARIS AKBAR, S.IP
TEMPAT TANGGAL LAHIR |Palembang, 27/05/1987
GOLONGAN Penata /Il c
JABATAN Analis Kesbanglinmas
UNIT KERJA Sekretariat Daersh
JENIS KELAMIN Laki-Laki
AGAMA Islam
STATUS PERKAWINAN Kawin
GOLONGAN DARAH B
STATUS KEPEGAWAIAN |PNS
TMT CPNS 01/0122010
TMT PNS 01/04/2011
ALAMAT mﬁﬁrﬁﬁ@ B3 Koba Bangha Tengah
EMAIL
NOMOR TELEPON 082372525539
Riwarat Paagat'Golongzn Eming
Gobezie TAT No.SK T8 SK
‘Penaia Muds Toxghat 1711 b 01042014 TR 4521 /BEIVI014 01043014
f— o1002018 I 5ATUBEIVI01E BO320H
Riwayat Pendicilon
Pendifikan | Wams Sekolab | Hama Kepatasekotsh | NoLjwzah | Tel Gazh
Riwaysl Jabatam
Isbatan j TMT Jababas | Homer 5K [ Te SK
Sumber : SIMPEG BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
Gambar 4.7

Keadaan Profil Pegawai
Di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah ditemukan ketidakselarasan data
antara data SIMPEG dengan data PNS se-Kabupaten Bangka Tengah Tahun 20109.

Ketidakselarasan tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.10
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Tabel 4.10
Ketidakselarasan data di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
Data PNS se-
No. Jenis Data DatastI i\gPEG Kabupaten Bangka
( ) Tengah (2019)
1. | Data pegawai berdasarkan 2831 2846
grup jabatan (JFU, JFT,
Struktural)
2. | Data pegawai berdasarkan 2845 2846
status kepegawaian (CPNS,
PNS)
3. | Data pegawai berdasarkan 2842 2846
status perkawinan

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10, peneliti kembali menanyakan pada Kepala Bidang
Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (Bapak HN) terkait adanya
ketidakselarasan data SIMPEG dan data di atas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

“ketidakselarasan data SIMPEG dikarenakan adanya data yang belum

disampaikan oleh masing-masing bidang pada pengelola SIMPEG, dan

kami akui karena kesibukannya ada data yang telah disampaikan tetapi
belum dapat dientri/input oleh pengelola SIMPEG.” (wawancara Tanggal

13 Mei 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya
ketidakselarasan data tersebut dikarenakan tidak disampaikannya data yang
update kepada pengelola SIMPEG, sedangkan yang lebih mengetahui tentang
perubahan data tersebut adalah masing-masing bidang yang memiliki tugas dan
fungsi terkait dengan perubahan data tersebut.

Ketidakselarasan data tersebut juga dikarenakan adanya kesibukan operator

SIMPEG sebagaimana disampaikan operator sebagai berikut :

“dikarenakan kami memiliki pekerjaan yang jauh lebih prioritas, maka
kami menyadari bahwa pada sistem SIMPEG masih banyak terdapat data
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yang belum update yang menyebabkan banyak data SIMPEG jadi tidak
update/akurat. ”(wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Selain adanya kelemahan dalam koordinasi antara masing-masing bidang di
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dan kelalaian operator SIMPEG,
ketidakselarasan data juga disebabkan oleh adanya penyampaian data yang tidak
lengkap oleh SKPD saat pengumpulan data, hal ini sesuai dengan pernyataan
Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian (Bapak HN) sebagai
berikut :

“terkadang ditemukan perbedaan data antara SIMPEG dan data bidang,

karena masing masing bidang memiliki data terbarunya sendiri, kemudian

tidak dikoordinasikan dengan pengelola SIMPEG, kemudian data yang
disampaikan oleh SKPD, juga sewaktu penyampaian data oleh SKPD data

tersebut tidak lengkap. ”(wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kasubbid Informasi Kepegawaian
(Bapak TM) sebagai berikut :

“sebagian data SIMPEG memang ada yang belum akurat, hal ini

dikarenakan adanya data yang disampaikan SKPD tidak lengkap, sehingga

data yang ada pada SIMPEG tidak update.” (wawancara Tanggal 13 Mei

2019)

Keadaan data yang tidak selaras ini menyebabkan data pegawai yang
diterima dari BKPSDMD menjadi beragam, tidak tetap atau berubah-ubah artinya
terdapat 2 data yang berbeda dari jenis data yang sama, yaitu data SIMPEG dan

data pada masing-masing bidang. Keadaan data seperti ini menunjukkan data

tersebut tidak konsisten.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka keadaan data kepegawaian yang ada

di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dari Tabel 4.11
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Tabel. 4.11
Keadaan Data Kepegawaian pada BRPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
No. Uraian Keterangan
1. | Akurasi Data Data tidak akurat
2. | Kelengkapan Data Data tidak lengkap
3. | Masa Data Data tidak update/tidak mutakhir
4. | Konsistensi Data Data tidak konsisten

Sumber : diolah dari data primer 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.11, dapat dilihat bahwa data kepegawaian di
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah tidak akurat, tidak lengkap, tidak
update/mutakhir, dan tidak konsisten.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti,
diketahui bahwa adanya data yang tidak akurat, tidak lengkap dan tidak selaras.
Keadaan data tersebut dikarenakan kelemahan dalam koordinasi antara masing-
masing bidang di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, kelalaian operator
SIMPEG dan pengelola kepegawaian SKPD. Menurut teori yang disampaikan
Mark Mosley bahwa kualitas data adalah level data yang menyatakan data
tersebut akurat, lengkap, wupdate  dan konsisten. Melihat keadaan data
kepegawaian yang ada pada Kabupaten Bangka Tengah di mana data
kepegawaian tersebut tidak lengkap, tidak akurat, tidak konsisten dan tidak
update/mutakhir, maka peneliti menyimpulkan bahwa kualitas data kepegawaian

di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah masih rendah.

b. Kualitas Pelayanan Pegawai
Sebagai lembaga daerah yang memiliki tugas poko dan fungsi

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, BKPSDMD
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Kabupaten Bangka Tengah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada
pegawai. Salah satu upaya peningkatan pelayanan kepegawaian ini adalah
penyelenggaraan SIMPEG, sehingga kualitas pelayanan pegawai menjadi tolok
ukur dalam mengukur efektivitas BKPSDMD dalam hal penyelenggaraan
SIMPEG, semakin baik kualitas pelayanan maka semakin efektif penyelenggaraan
SIMPEG ini.

Di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah terdapat beberapa pelayanan
kepegawaian yang menyangkut data kepegawaian. Pelayanan kepegawaian yang
ada di BKPSDMD terdiri atas :

1. Pelayanan kenaikan pangkat,

2. Pelayanan pensiun,

3. Pelayanan kenaikan gaji berkala,

4. Pemberian penghargaan PNS berprestasi

5. Pelayanan pembuatan Karis/Karsu, Karpeg dan Taspen,
6. Pelayanan SIMPEG

Terhadap pelayanan yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah,
peneliti menanyakan tanggapan seorang pegawai yang melakukan urusan
kenaikan pangkat di BKPSDMD, dan dijelaskan sebagai berikut :

“pelayanan yang diberikan oleh BKPSDMD terkait kenaikan pangkat

menurut kami masih jauh dari sempurna, misalnya keharusan melengkapi

berkas data seperti SK PNS, SK Jabatan dan lain-lain, padahal SK tersebut

telah dikumpulkan dan diarsipkan di BKPSDMD, seharusnya tidak perlu

lagi.” (wawancara dengan kasubbag wumum dan kepegawaian Dinas
Kesehatan, 13 Mei 2019)

Peneliti juga menanyakan perihal pelayanan ini kepada informan lain yang
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sedang mengurus kenaikan gaji berkala. Informan tersebut menyatakan :

“menurut kami pelayanan dalam kenaikan gaji berkala yang dilakukan oleh

BKPSDMD masih harus ditingkatkan, misalnya ada kenaikan berkala

otomatis, sekarang kalau kami tidak mengajukan akan mengalami

keterlambatan, dan untuk mengajukan harus dilengkapi dengan berbagai
berkas, ini membuat banyak pegawai yang malas mengajukan berkala.”

(wawancara dengan kasubbag umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan,

Tanggal 13 mei 2019)

Ke dua pernyataan di atas menunjukkan adanya keluhan pegawai terhadap
pelayanan yang dilakukan oleh BKPSDMD karena keharusan melengkapi berkas
dalam berurusan di BKPSDMD, sedangkan menurut mereka berkas tersebut
harusnya sudah ada pada SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah,
jadi tidak perlu dilengkapi lagi, kecuali seperti pengantar dan rekomendasi atasan
yang sifatnya isidentil.

Terhadap kenyataan yang ada di atas, peneliti menanyakan perihal pelayanan
kenaikan pangkat dan gaji berkala pada bidang mutasi, mengenai persyaratan
yang harus dilengkapi dalam pengurusan kenaikan pangkat dan berkala. Menurut
Kabid mutasi bahwa syarat-syarat untuk pengajuan naik pangkat dan berkala
sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Kepala SKPD

2. Fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, SKP 2 tahun

terakhir,
3. Asli surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin,
4. Fotokopi SK mutasi (bagi PNS yang mutasi antar daerah),
5. Fotokopi ijazah terakhir.

Untuk kenaikan pangkat pilihan struktural ditambah
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6. Fotokopi seluruh SK jabatan struktural
Untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
7. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Tertentu
8. Asli PAK (Penilaian Angka Kredit) terakhir
Sedangkan syarat pengajuan kenaikan gaji berkala adalah sebagai berikut

1. Surat pengantar kepala SKPD,

2. Fotokopi SK Pangkat terakhir,
3. Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir,
4. Fotokopi SKP terakhir

Sehubungan dengan persyaratan tersebut di atas, peneliti menanyakan perihal
keluhan yang disampaikan oleh pegawai terhadap pelayanan kenaikan pangkat
dan gaji berkala, dan dijelaskan oleh Kabid Mutasi (Bapak DE) sebagai berikut :

“pengajuan berkas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, memang
kami minta untuk dilengkapi persyaratan yang harus dilengkapi, karena data
pegawai di BKPSDMD Kabupaten Bangka tengah masih kurang karena
SIMPEG yang ada saat ini belum berjalan optimal, jika SIMPEG tersebut
telah berjalan dengan baik, maka berkas tersebut dapat diambil dari
SIMPEG sehingga tidak perlu dilengkapi lagi.” (wawancara tanggal 13 Mei
2019)

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara tentang

kualitas pelayanan kepegawaian di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dapat

dilihat pada Tabel 4.12
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Tabel 4.12
Kualitas Pelayanan Kepegawaian di BKPSDMD Kab Bangka Tengah Tahun 2019

No. Uraian Keterangan
1. | Pelayanan kepegawaian | 1. Pelayanan kenaikan pangkat
yang dilakukan oleh 2. Pelayanan pensiun
BKPSDMD Kabupaten 3. Pelayanan kenaikan gaji berkala
Bangka Tengah 4. Pemberian penghargaan bagi PNS
berprestasi
5. Pelayanan  pembuatan  Karis/Karsu,
Karpeg dan Taspen
6. Pelayanan SIMPEG
2. | Tanggapan Pegawai Merasa tidak puas terhadap pelayanan
terhadap pelayanan yang | BKPSDMD karena setiap melakukan urusan
dilakukan di BKPSDMD | administrasi kepegawaian selalu diminta
berkas yang sebenarnya telah ada pada saat
pengumpulan berkas.

Sumber : diolah dari data primer 2019

Menurut Tjiptono (2008:85) kualitas pelayanan didefinisikan sebagai
tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Berdasarkan definisi tersebut,
maka kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan
keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi
harapan konsumen, dengan demikian kualitas pelayanan berdasarkan persepsi
pelanggan / penerima layanan, bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak yang
memberikan pelayanan, karena itu yang merasakan pelayananlah yang seharusnya
dapat memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterimanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, diketahui adanya kekecewaan
pegawai terhadap pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah, yaitu terlalu banyak berkas yang harus dilengkapi

dalam pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang dikarenakan
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belum berjalannya SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
sebagaimana mestinya, dengan demikian maka peneliti menyimpulkan bahwa

kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKPSDMD belum optimal.

c. Tersedianya Data Kepegawaian yang tertib

Keberadaan data kepegawaian yang tertib ditunjukkan dengan tersedianya
data/arsip kepegawaian yang teratur, lengkap dan akurat. Penyelenggaraan
SIMPEG bertujuan membentuk adanya database kepegawaian yang akan
mendorong pada penataan data kepegawaian dengan baik. Hal ini dimaksudkan
bahwa semakin baik penyelenggaraan SIMPEG, maka akan semakin baik data
yang tersedia. Ketertiban data kepegawaian yang ada di BKPSDMD Kabupaten

Bangka Tengah, dapat dilihat dari Tabel 4.13

Tabel 4.13
Ketertiban data kepegawaian di BKPSDMD Kab. Bangka Tengah Tahun 2019
No. Uraian Keterangan
1. | Jenis data Arsip data dalam bentuk dokumen, database
kepegawaian yang | kepegawaian pada SIMPEG
tersedian
2. | Penataan data - Data kepegawaian dalam bentuk dokumen
kepegawaian disimpan pada map ordener yang disusun
berdasarkan  jabatan, dan diurut
berdasarkan abjad
- Data SIMPEG sesuai dengan laporan yang
telab terformat pada SIMPEG dapat
dicetak jika diperlukan
3. | Kelengkapan dan - Data yang dimiliki baik dalam bentuk
keakuratan arsip dokumen maupun dalam bentuk database
data belum lengkap
- Data yang tersedia juga tidak wupdate,
schingga tidak akurat

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah 2019
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Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui bahwa data kepegawaian yang ada
pada BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum tertib karena data yang
tersedia belum lengkap dan tidak akurat. Belum tertibnya data kepegawaian yang
ada pada BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah tersebut sesuai dengan
pernyataan beberapa informan, salah satunya adalah dari kasubbid kenaikan
pangkat dan pemberhentian (Bapak HH) sebagai berikut :

“Untuk saat ini bisa dikatakan data kepegawaian yang ada di BKPSDMD
Kabupateri Bangka Tengah belum tertib, karena masih banyak data yang
belum wupdate bakkan ada yang belum ada sama sekali datanya di
SIMPEG.” (wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Keberadaan data yang tidak tertib ini dibenarkan oleh kasubbid informasi
kepegawaian (Bapak TM) sebagai berikut :

“Untuk ketertiban data pegawai di BKPSDMD saat ini memang belum bisa
diwujudkan, hal ini dikarenakan belum updatenya data yang ada, di
samping itu SIMPEG kita masih banyak kekurangan terkait dengan
beberapa data, saat ini kita lagi berupaya melengkapi data melalui
peremajaan data SIMPEG oleh masing-masing kasubbag umum
kepegawaian SKPD dengan penambahan resiko bila diverifikasi tim
SIMPEG BKPSDMD data tersebut belum lengkap, maka akan dilakukan
penangguhan tunjangan insentif terhadap pegawai tersebut, diharapkan di
Tahun yang akan datang data kepegawaian akan tertib.”(wawancara
Tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan dua pernyataaan tersebut semakin menjelaskan bahwa data

kepegawaian yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum tertib

karena data belum wupdate dan SIMPEG yang ada tidak dapat mengakomodir

beberapa jenis data.
Keberadaan dokumen fisik data kepegawaian yang ada di BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah memang telah tertata secara rapi, di mana dokumen

disimpan dalam bentuk folder yang disusun berdasarkan jabatan dan abjad nama.
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Namun keberadaan data yang tersusun dengan baik tersebut tidak dibarengi
dengan kelengkapan dan keakuratan data. Kebanyakan data yang ada tersebut
hanya data pokok pegawai saja itupun tidak lengkap, hal ini berdasarkan
wawancara dengan kasubbid kenaikan pangkat dan pemberhentian (Bapak HH)
sebagai berikut :

“sepintas bisa dilihat kita memang sudah memiliki arsip kepegawaian yang

cukup rapi dan tertata dengan baik, tetapi bila kita lihat masing-masing

arsip tersebut, banyak sekali data yang kurang, hal ini dikarenakan sangat
sulit sekali mengumpulkan data tersebut, beberapa kali kita kirim surat
kepada SKPD untuk melengkapi data tersebut, masih ada saja yang tidak
mengumpulkan,  hingga saat ini masih  banyak data yang

kurang.”’(wawancara Tanggal 13 Mei 2019)

Penjelasan di atas semakin menjelaskan bahwa data dalam bentuk dokumen
yang tersedia di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah tidak lengkap. Hal ini
diperburuk dengan kurangnya kesadaran pegawai untuk melengkapi datanya
sehimgga sangat sulit untuk mengumpulkan data pegawai secara lengkap.

Keberadaan dokumen kepegawaian yang ada di BKPSDMD dapat dilihat

pada Tabel 4.14

Tabel 4.14
Pegawai yang memiliki data/arsip di BKPSDMD Kab. Bangka Tengah
Tahun 2019
Keadaan arsip data pegawai
No. Uraian PJ umlah' Tidai pT;gdak memiliki
egawal | Lengkap | .
engkap arsip
1. { EselonII 31 7 19 5
2. | Eselon III 127 21 95 11
3. | EselonIV 328 46 256 26
4. | Staf 2360 376 1658 326
Total 2846 450 2028 368

Sumber : Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD (diolah 2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa 2.396 pegawai atau 84,18% pegawai
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tidak memiliki dokumen kepegawaian, hal ini menunjukkan data kepegawaian
yang ada di Kabupaten Bangka Tengah belum tertib. Bila melihat keadaan data
kepegawaian yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan
adanya ketidak teraturan di mana data yang dimiliki belum lengkap dan tidak
akurat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa ketertiban data

kepegawaian belum terwujud di Kabupaten Bangka Tengah.

C. Pembahasan

Penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan sistem informasi
manajemen kepegawaian ditinjau dari aspek kinerja pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah dilihat
dari tiga dimensi yaitu adaptasi, integrasi, dan produksi.

Ke tiga dimensi tersebut kemudian memiliki indikator yang dapat dijadikan
ukuran untuk kemudian diteliti, yaitu :
1. Kiriteria Adaptasi mempunyai 5 indikator sebagai berikut :

a. Kualitas SDM Pengelola SIMPEG

Pengelola komputer setidaknya harus memiliki kemampuan dalam :

Pengoperasian program aplikasi SIMPEG

Program pembuatan laporan

Pengelolaan sistem jaringan

Pengelolaan administrasi sistem database dan pemeliharaan

database

b. Kuantitas SDM Pengelola SIMPEG
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- Minimal 5 orang khusus melaksanakan tugas pengelolaan SIMPEG
agar efektivitas penyelenggaraan SIMPEG bisa terwujud
c. Sarana pendukung pengelolaan SIMPEG
- Permendagri Nomor 125 Tahun 2017
d. Prasarana pendukung pengelolaan SIMPEG
e. Pelatihan bagi pengelola SIMPEG
2. Kriteria Integrasi, terdiri dari 3 indikator yaitu :
a. Sosialisasi pelaksanaan SIMPEG
b. Mekanisme kerja/prosedur pengelolaan SIMPEG
c. Kepatuhan petugas terhadap prosedur
3. Kiriteria Produksi, terdiri dari 3 indikator, yaitu :
a. Adanya data kepegawaian yang berkualitas (akurat, lengkap, update,
konsisten
b. Adanya pelayanan kepegawaian yang berkaulitas (tidak adanya keluhan
dari pegawai yang berurusan)
c. Ketersediaan data pegawai yang tertib
Pembahasan akan dilakukan satu persatu perindikator kriteria masing-masing.
1. Adaptasi

Kualitas SDM pengelola SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah

masih rendah, hal ini dikarenakan dari empat yang dipersyaratkan oleh
Permendagri Nomor 125 Tahun 2017, hanya 1 kemampuan yang dikuasai oleh
seluruh pengelola SIMPEG yaitu kemampuan pengoperasian aplikasi SIMPEG

saja, dan kemampuan pengelolaan jaringan hanya dikuasai 1 orang atau 12,5%
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dari seluruh pengelola yang ada, tidak ada yang menguasai masalah pembuatan
laporan dan database.

Pengetahuan dan kemampuan pengelola SIMPEG, yaitu pengoperasian
program aplikasi SIMPEG, program pembuatan laporan, pengelolaan sistem
jaringan, pengelolaan administrasi sistem basis data dan pemeliharaan basis data
masih sangat terbatas meskipun kemauan mereka untuk belajar dan bekerja cukup
baik. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa kualitas pengelola SIMPEG di
Kabupaten Bangka Tengah masih rendah.

Petugas pengelola SIMPEG seluruhnya berjumlah 32 orang, namun
kenyatannya masih terjadi hambatan dalam pengelolaan SIMPEG, di mana tidak
semua pertugas dapat melaksanakan tugasnya. Berdasarkan informasi yang
diperoleh dari wawancara, ternyata yang menyebabkan belum efektifnya tugas
pengelolaan SIMPEG lebih diakibatkan dari adanya kesibukan masing-masing
petugas yang ternyata merupakan staf pada bidang lain, bahkan ada yang
menduduki jabatan sebagai pejabat eselon IV, ternyata hanya sedikit yang efektif
dalam pengelolaan SIMPEG.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka kesimpulan yang
dapat ditarik adalah perlu adanya penggantian pengelola SIMPEG yang memiliki
jabatan rangkap dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah.

Prasarana yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum
mendukung dalam pelaksanaan SIMPEG, hal ini dikarenakan belum adanya

ruangan untuk pengelolaan SIMPEG dan jaringan intemet yang tidak stabil.
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Belum adanya ruangan membuat pengelolaan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah menjadi terkendala karena harus memakai ruangan bidang
pembinaan dan informasi kepegawaian, sehingga dalam bekerja sering terjadi
gangguan karena adanya kegiatan lain pada bidang tersebut. Di samping itu
keberadaan jaringan yang tidak stabil membuat akses pada aplikasi sering
terganggu sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Dalam Permendagri Nomor 125 Tahun 2017, tidak dijelaskan secara detail
masalah prasarana, tetapi berdasarkan sarana yang harus ada, sarana tersebut tidak
mungkin bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya dukungan prasarana yang baik,
misalnya komputer tidak mungkin bisa berfungsi tanpa adanya dukungan jaringan
listrik, transfer data dari komputer client tidak mungkin dapat dilakukan dengan
baik tanpa adanya dukungan jaringan internet yang memadai, untuk menempatkan
seluruh peralatan SIMPEG dan guna melakukan kegiatan penggunaan alat-alat
tersebut juga dibutuhkan tempat mendukung.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan SIMPEG
diperlukan perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang
pelaksanaan proses kegiatan yaitu ruangan, listrik dan jaringan internet. Ruangan,
listrik dan jaringan internet merupakan kelengkapan dasar untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan SIMPEG, sehingga dengan belum adanya ruangan dan
jaringan internet yang tidak stabil akan menganggangu kelancaran dalam
penyelenggaraan SIMPEG tersebut, karena sulit maka dapat disimpulkan bahwa
prasarana yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum menunjang

untuk terlaksananya penyelenggaraan SIMPEG dengan baik.
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Berdasarkan data, peraturan yang ada dan informasi yang diperoleh dalam
wawancara, ditemukan kekurangan peralatan dan periengkapan kerja sebagai
sarana dalam pelaksanaan pekerjaan dalam penyelenggaraan SIMPEG, sehingga
mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan SIMPEG, dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa kebutuhan sarana dalam penyelenggaraan SIMPEG di
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum terpenuhi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan di lapangan
bahwa staf diikutkan dalam kegiatan Studi Banding ke daerah lain yang terkait
tentang pemanfaatan SIMPEG untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam
pengelolaan data dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEG. Kegiatan Studi
Banding tersebut diperoleh hasilnya yakni berupa pengembangan sistem dan
peningkatan aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan
oleh peneliti, ditemukan tidak adanya pelatihan kepada staf pengelola data sebagai
sarana dalam pelaksanaan pekerjaan dalam penyelenggaraan SIMPEG, sehingga
mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan SIMPEG, dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa kebutuhan pelatihan pengelola SIMPEG di
BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah belum terpenubhi.

Berdasarkan uraian tentang analisis terhadap 5 indikator pada dimensi
adaptasi, diketahui bahwa :

1. Kualitas SDM pengelola SIMPEG masih rendah
2. Kuantitas SDM pengelola SIMPEG yang ada belum efektif
3. Prasarana pengelolaan SIMPEG belum mendukung

4. Sarana dalam pengelolaan SIMPEG belum memadai
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5. Kebutuhan pelatihan pengelola SIMPEG belum terpenuhi.
Dengan melihat kenyataan yang diperoleh di atas, maka peneliti

menyimpulkan bahwa berdasarkan kriteria adaptasi dalam penyelenggaraan

SIMPEG belum efektif.

2. Integrasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, sosialisasi tentang
pemanfaatan SIMPEG oleh BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dalam
mengolah data kepegawaian SKPD belum dilaksanakan dengan sepenuhnya,
karena penggunaan SIMPEG seharusnya dilaksanakan semacam kegiatan seperti
bimbingan teknis, pelatihan khusus atau coaching clinic mengenai tata cara
pemakaian SIMPEG kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian masing-masing
SKPD selaku pengelola data kepegawaian SKPD. Ditemukan fakta di lapangan
bahwa pihak BKPSDMD hanya berkunjung ke masing-masing SKPD untuk
memberikan wusername SIMPEG dan menjelaskan dengan sekilas tata cara
penggunaan SIMPEG.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti,
ditemukan bahwa BKPSDMD tidak menyelenggarakan sosialisasi khusus
SIMPEG kepada SKPD lainnya, sehingga mempengaruhi kinerja dalam
penyelenggaraan SIMPEG, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam indikator sosialisasi pelaksanaan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah belum terpenuhi.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui telah tersedianya
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aturan yang mengatur urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam
penyelenggaraan SIMPEG, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
prosedur dalam penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah yaitu
prosedur yang ada pada Permendagri Nomor 125 Tahun 2017.

Dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhuan pengelola SIMPEG yang ada di
Kabupaten Bangka Tengah pada prosedur yang ada masih rendah, hal ini
diketahui dari adanya ketidaksesuaian beberapa tindakan yang dilakukan
pengelola dalam melaksanakan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah dengan
prosedur yang ada pada Permendagri Nomor 125 Tahun 2017. Ketidakpatuhan
terhadap prosedur ini dikarenakan adanya tindakan yang tidak taat terhadap
prosedur/mekanisne yang ada.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya patuh pada prosedur yang ada.

Dengan melihat hasil analisis terhadap sosialisasi, Vkeberada‘lan prosedur dan
ketaatan pengelola terhadap prosedur yang ada dalam penyelenggaraan SIMPEG,
maka dapat diketahui bahwa :

1. BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah tidak menyelenggarakan

sosialisasi terkait SIMPEG.

2. Pada penyelenggaraan SIMPEG di Kabupaten Bangka Tengah terdapat

prosedur yang menjadi acuan yaitu prosedur yang ada pada Permendagri
Nomor 125 Tahun 2017.

3. Ketaatan pengelola SIMPEG terhadap prosedur yang ada belum optimal.
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Dengan adanya kejadian di atas, maka disimpulkan efektivitas pengelolaan
SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dilihat dari kriteria integrasi

belum berjalan dengan baik.

3. Produksi

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti,
diketahui bahwa adanya data yang tidak akurat, tidak lengkap dan tidak selaras.
Keadaan data tersebut dikarenakan kelemahan dalam koordinasi antara masing-
masing bidang di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, kelalaian operator
SIMPEG dan pengelola kepegawaian SKPD. Menurut teori yang disampaikan
Mark Mosley bahwa kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut
akurat, lengkap, update dan konsisten. Melihat keadaan data kepegawaian yang
ada pada Kabupaten Bangka Tengah di mana data kepegawaian tersebut tidak
lengkap, tidak akurat, tidak konsisten dan tidak wupdate/rautakhir, maka peneliti
menyimpulkan bahwa kualitas data kepegawaian di BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah masih rendah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, diketahui adanya kekecewaan
pegawai terhadap pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah, yaitu terlalu banyak berkas yang harus dilengkapi
dalam pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang dikarenakan
belum berjalannya SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
sebagaimana mestinya, dengan demikian maka peneliti menyimpulkan bahwa

kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKPSDMD belum optimal.
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Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa 2.396
pegawai atau 84,18% pegawai tidak memiliki dokumen kepegawaian, hal ini
menunjukkan data kepegawaian yang ada di Kabupaten Bangka Tengah belum
tertib. Bila melihat keadaan data kepegawaian yang ada di BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah menunjukkan adanya ketidak teraturan di mana data yang dimiliki
belum lengkap dan tidak akurat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa ketertiban data kepegawaian belum terwujud di Kabupaten Bangka
Tengah.

Berdasarkan analisis terhadap kualitas data kepegawaian, pelayanan data
kepegawaian dan tersedianya data pegawai yang tertib yang merupakan indikator
dari dimensi produksi, diketahui bahwa :

1. Kualitas data kepegawaian yang ada di BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah masih rendah.

2. Pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan di BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah belum memiliki kualitas yang optimal.

3. Ketertiban data kepegawaian belum terwujud di Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas
penyelenggaraan SIMPEG oleh BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dilihat
dari kriteria produksi belum menunjukkan hasil yang efektif.

Berdasarkan pembahasan ke tiga kriteria pengukuran efektivitas terhadap
penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, yaitu
kriteria adaptasi, integrasi dan produksi dapat disimpulkan bahwa ke tiganya

menunjukkan hasil yang belum efektif.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
(BKPSDMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 belum efektif, oleh karena
ditinjau dari aspek adaptasi, integrasi maupun aspek produksi, semuanya
menunjukkan belum efektif.

Pada aspek adaptasi dalam penyelenggaraan SIMPEG yang belum efektif
terutama adalah dalam hal kualitas, kuantitas SDM pengelola SIMPEG, sarana
prasarana pendukung pengelolaan SIMPEG dan pelatihan bagi pengelola
SIMPEG.

Pada aspek integrasi dalam pengelolaan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten
Bangka Tengah belum berjalan dengan baik, terutama dalam hal sosialisasi
pelaksanaan SIMPEG, data pegawai yang terintegrasi, mekanisme kerja/prosedur
pengelolaan SIMPEG dan kepatuhan petugas terhadap prosedur.

Penyelenggaraan SIMPEG oleh BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
dilihat dari kriteria produksi juga belum menunjukkan hasil yang efektif karena
kualitas data dan pelayanan kepegawaian masih rendah serta ketersediaan data

pegawai yang belum tertib.
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B. SARAN

Guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SIMPEG oleh BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Terkait dengan aspek adaptasi perlu perbaikan dalam hal :

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola SIMPEG, yaitu
dengan cara diadakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kepada pengelola
SIMPEG setidaknya setahun sekali guna menambah pengetahuan
SIMPEG terutama mengenai jaringan dan database.

b. Peningkatan sarana pendukung pengelolaan SIMPEG yang saat ini masih
kekurangan, misalnya dengan mengadakan sejumlah perangkat keras, dan
perangkat lunak pendukung terlaksananya kegiatan SIMPEG yaitu,
Komputer, Jaringan, dan SDM.

c. Peningkatan prasarana pendukung pengelolaan SIMPEG, vyaitu
penyediaan ruangan khusus untuk SIMPEG dan jaringan internet khusus

untuk SIMPEG.

2. Dalam aspek integrasi diperlukan :
a. Pengadaan kegiatan sosialisasi kepada para Kasubbag Umum dan
Kepegawaian SKPD terkait perkembangan terbaru mengenai SIMPEG.
b. Pelaksanaan SIMPEG yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
3. Agar penyelenggaraan SIMPEG memberikan produksi yang efektif
diperiukan beberapa tindakan yaitu :
a. Perlu diadakannya peningkatan kualitas data melalui upaya peremajaan

data secara berkala schingga data yang tersedia menjadi lengkap dan
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akurat dengan cara mengadakan penambahan honorarium kepada petugas
pengelola SIMPEG.

b. Perlu adanya peningkatan koordinasi terkait data SIMPEG dalam
pelaksanaan kegiatan kepegawaian di Kabupaten Bangka Tengah dengan
cara membuat Surat Edaran terkait kegiatan kepegawaian untuk

menghindari misscommunication.
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PEDOMAN OBSERVASI
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

Lt

UNIVERSITAS TERBUKA

Dalam Observasi yang dilakukan, peneliti akan mendalami pelaksanaan
SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah dengan tujuan untuk
mendeskripsikan seberapa efektif pelaksanaan SIMPEG tersebut dan
menganalisanya dengan menggunakan teori Emitai Etzioni.

Aspek yang di amati dalam observasi yaitu :
1. Struktur organisasi
2. Kemampuan SDM pengelola SIMPEG
3. Pelatihan Staff pengelola SIMPEG
4. Sosialisasi pelaksanaan SIMPEG
5. Data Pegawai Yang Terintegrasi
6. Kaualitas dan Kuantitas Informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu
7

. Jenis informasi yang dihasilkan
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PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

/) Alll’
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UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk Informan I
Tanggal Wawancara
Nama Informan
Keterangan
1. Bagaimana pelaksanaan SIMPEG di BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah?
2. Apakah prasarana untuk penyelenggaraan SIMPEG telah tersedia?
3. Apakah sarana penyelenggaraan SIMPEG sudah dirasakan lengkap?
4. Apakah dalam penyelenggaraan SIMPEG terdapat prosedur yang menjadi

pedoman?
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PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

St

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk Informan 1X
Tanggal Wawancara

Nama Informan

Keterangan

1. Apa yang melatarbelakangi dibangunnya SIMPEG?

2. Menurut Anda apakah pengelola SIMPEG saat ini telah menguasai
SIMPEG dengan benar?

3. Menurut informasi yang saya dengar, apakah benar Saudara mendapatkan
disposisi  tentang  pengelolaan ~ SIMPEG, bagaimana  Saudara
menindaklanjutinya?

4. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan sebelumnya bahwa diperlukan
penambahan tenaga pengelola SIMPEG pada tiap SKPD, benarkah?

5. Apakah terdapat masalah dalam hal prasarana dalam penyelenggaraan
SIMPEG ini?

6. Terkait dengan kemampuan SDM pengelola SIMPEG, apakah instansi
BKPSDMD mengadakan bimtek atau pelatihan atau sosialisasi kepada
seluruh kasubbag umum dan kepegawaian seluruh SKPD?

7. Bagaimana proses pemutakhiran data dalam penyelenggaraan SIMPEG?

8. Bagaimana proses pelaporan data dalam penyelenggaraan SIMPEG?

9. Bagaimana proses pengamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan

SIMPEG?

10. Mengapa data yang ada pada masing-masing bidang tidak selaras dengan
data SIMPEG?

11. Jika data bidang yang benar, mengapa tidak dilakukan penyesuaian data?
12. Apa yang menjadi penyebab kurang akuratnya data SIMPEG?
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F—— PEDOMAN WAWANCARA
N
- - EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk Informan III

Tanggal Wawancara

Nama Informan

Keterangan

1.

2
3
4.
5

Bagaimana kemampuan SDM pengelola SIMPEG?

. Berapa jumlah tenaga pengelola SIMPEG yang ada, apakah sudah cukup?
. Apa akibat yang ditimbulkan dari kekurangan sarana?

Apakah operator SIMPEG pernah mengikuti pelatihan?

. Apakah instansi BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah mengadakan

Bimtek atau pelatihan tentang SIMPEG?
Apakah penyelenggaraan SIMPEG telah dilaksanakan sesuai prosedur?
Bagaimana proses perekaman awal dalam penyelenggaraan SIMPEG?

Bagaimana proses pengamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan
SIMPEG?
Apakah data SIMPEG sudah akurat?

. Apakah ketertiban data telah terwujud di BKPSDMD Kab. Bangka

Tengah?
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a
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PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

W

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk Informan IV

Tanggal Wawancara

Nama Informan

Keterangan

1.

S O T

Darimana Anda tahun tentang SIMPEG?

Apakah Saudara memahami mengenai jaringan dan database?

Apakah sarana penyelenggaraan SIMPEG sudah dirasakan cukup?
Apakah tugas seorang operator SIMPEG?

Apakah operator SIMPEG pernah mengikuti pelatihan tentang SIMPEG?

Apakah seluruh petugas pengelola SIMPEG dapat melakukan tugasnya
dengan baik?
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PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

Bt

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk informan V
Tanggal Wawancara
Nama Informan
Keterangan
1. Apakah Saudara telah melaksanakan tugas sebagai pengelola SIMPEG
dengan baik?
2. Mengapa data yang ada pada bidang masing-masing tidak selaras dengan
data SIMPEG?
3. Apakah data kepegawaian yang tersedia di BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah telah tertib?
4. Bagaimana kondisi arsip kepegawaian di BKPSDMD Kabupaten Bangka
Tengah untuk mendukung penyelenggaraan SIMPEG?
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PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

St

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk Informan VI
Tanggal Wawancara
Nama Informan
Keterangan
1. Apakah instansi BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah pernah
mengadakan sosialisasi atau pelatihan tentang SIMPEG?
2. Bagaimana menurut pendapat Saudara tentang pelayanan kenaikan
pangkat yang dilakukan BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah?
3. Bagaimana menurut pendapat Saudara tentang pelayanan urusan kenaikan

gaji berkala yang dilakukan BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah?
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PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

/] Al“’
BN L

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara uatuk Informan VII
Tanggal Wawancara
Nama Informan
Keterangan
1. Mengapa data yang ada pada masing-masing bidang tidak selaras dengan
data SIMPEG?
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PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

Lt

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman wawancara untuk Informan VIII
Tanggal Wawancara
Nama Informan

Keterangan

1. Mengapa dalam pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala

masih diminta kelengkapan berkas data yang sebarusnya sudah ada pada
SIMPEG?
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2. HASIL WAWANCARA
B
B4 EFEKTIVITAS SIMPEG
» DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH
UNIVERSITAS TERBUKA
Hasil wawancara untuk Informan 1
Tanggal Wawancara : 13 Mei 2019
Nama Informan : WN
Keterangan : Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
No Pertanyaan Jawaban

1 | Bagaimana kuantitas pengelola | Mengenai kuantitas pengelola SIMPEG
dalam pelaksanaan SIMPEG di | ini, saya sudah mendisposisikan kepada
BKPSDMD Kabupaten Bangka | Kabid Pembinaan dan  Informasi
Tengah ? Kepegawaian untuk membuat draft

rancangan SK  tentang  pengelola

SIMPEG.
2 | Apakah prasarana untuk Terkait prasarana untuk pengelolaan
penyelenggaraan SIMPEG SIMPEG, | selalu  menjadi masalah
telah tersedia? dikarenakan keterbatasan anggaran, oleh

karena itu bila ada kesempatan, kita
selalu menyampaikan kepada Bapak

Bupati tentang keterbatasan prasarana ini.

3 | Apakah sarana di BKPSDMD Kabupaten Bangka
penyelenggaraan SIMPEG Tengah ini Sarana pengelolaan SIMPEG
sudah dirasakan lengkap? yang ada memang belum lengkap, akan

tetapi tugas kami selaku penyelenggara
SIMPEG ini tidak akan terhalang oleh
keterbatasan sarana, perbaikan-perbaikan

peralatan yang lama sudah kami lakukan
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di samping pengupayaan pengadaan
peralatan baru dengan membuat usulan

pada penyusunan anggaran

4 | Apakah dalam Tidak ada posedur khusus dalam
penyelenggaraan SIMPEG penyelenggaraan SIMPEG di BKPSDMD
terdapat prosedur yang menjadi | ini, hanya saja tetap berpedoman pada
pedoman? mekanisme yang ada pada Permendagri

Nomor 125 Tahun 2017
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HASIL WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

S

UNIVERSITAS TERBUKA

Hasil wawancara untuk Informan I

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2019
Nama Informan : HN
Keterangan : Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi

Kepegawaian BKPSDMD Kab. Bangka Tengah

No Pertanyaan Jawaban
1 | Apa yang melatarbelakangi Sesuai dengan permasalahan yang
dibangunnya SIMPEG? dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah dalam mewujudkan
pelaksanaan Otonomi Daerah, maka
tujuan yang menjadi latar belakang dalam
pembuatan SIMPEG adalah untuk
menghasilkan sistem pengolahan data
berbasis komputer, yang diharapkan
mampu membantu tugas dan pekerjaan
operasional pada level administratif, serta
menyediakan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan pada

level manajerial

2 | Menurut Anda apakah Secara teknis kami menilai operator
pengelola SIMPEG saat ini SIMPEG ini  belum  benar-benar
telah menguasai SIMPEG menguasai karena saat di lapangan,
dengan benar? seringkali ditemukan mereka kesulitan

dalam mengoperasikannya.

3 | Menurut informasi yang saya | Ya, benar, disposisi untuk pengelolaan
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pengelolaan SIMPEG,
bagaimana Saudara

menindaklanjutinya?

dengar, apakah benar Saudara

mendapatkan disposisi tentang

SIMPEG ini sudah saya terima dari
Kaban, hal ini saya tindaklanjuti dengan
membuat SK tentang Operator SIMPEG.

kami dapatkan sebelumnya

tenaga pengelola SIMPEG
pada tiap SKPD, benarkah?

4 | Berdasarkan informasi yang

bahwa diperlukan penambahan

Pada tiap SKPD diambil satu orang
sebagai operator pengelola SIMPEG
yaitu  didisposisikan  kepada  para
Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau
staf yang membidangi, dengan tujuan
utnuk  mempercepat  update  data
SIMPEG, sehubungan dengan perubahan
data kepegawaian yang terkait dengan

tugas dan fungsi.

5 | Apakah terdapat masalah

dalam hal prasarana dalam

penyelenggaraan SIMPEG ini?

Bagaimana tidak menjadi masalah dalam
penyelenggaraan SIMPEG karena tidak
khusus untuk

SIMPEG  dan

tersedia ruangan

pengelolaan kurang

stabilnya jaringan internet, sedangkan

jaringan listrik sudah cukup memadai

6 | Terkait dengan kemampuan

SDM pengelola SIMPEG,

mengadakan bimtek atau
pelatihan atau sosialisasi
kepada seluruh kasubbag
umum dan kepegawaian

seluruh SKPD?

apakah instansi BKPSDMD

Kami dari BKPSDMD tidak mengadakan
teknis pelatihan
terkait SIMPEG ini kepada seluruh

bimbingan ataupun
Kasubbag Umum dan Kepegawaian se-
Kabupaten Bangka Tengah, dikarenakan
kami tidak memiliki anggaran untuk

melaksanakan kegiatan tersebut.

7 | Bagaimana proses

pemutakhiran data dalam

pelaksanaan pemuiakhiran setiap setahun

sekali, dengan melakukan pengumpulan
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penyelenggaraan SIMPEG?

data dari SKPD, data yang disampaikan
untuk
melakukan pemutakhiran data yang ada

oleh mereka kita gunakan

pada kita

Bagaimana proses pelaporan

data dalam penyelenggaraan
SIMPEG?

Pelaporan data kepegawaian dilakukan
setiap adanya permintaan data dari BKN
regional VII Sumatera Selatan, selain
sebagai bahan laporan data SIMPEG ini
digunakan juga sebagai bahan rapat
dalam koordinasi kepegawaian baik

tingkat propinsi maupun tingkat nasional

Bagaimana proses
pengamanan data dan
informasi dalam

penyelenggaraan SIMPEG?

Semua aplikasi yang terhubung dengan
jaringan internet akan mengalami rentan
kerusakan, oleh karena itu selalu
dilakukan backup seluruh sistem untuk
hal hal yang tidak

diinginkan seperti kebocoran data dari

mengantisipasi

server, data terkena virus dan lain-lain
vang bisa terjadi kapan saja.

Selain itu disiapkan juga anggaran bagi
pemeliharaan dan  perawatan  bagi
peralatan dan sistem melalui kegiatan
pembangunan dan

SIMPEG

pengembangan

10

Mengapa data yang ada pada
masing-masing bidang tidak

selaras dengan data SIMPEG?

sering ditemukan data SIMPEG yang

berbeda dengan keadaan

yang

sebenarnya,  dikarenakan  kurangnya
koordinasi dari bidang terkait kepada
pengelola SIMPEG terhadap perubahan

data, sehingga menyebabkan perbedaan
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data yang signifikan

11 | Jika data bidang yang benar, terkadang ditemukan perbedaan data
mengapa tidak dilakukan antara SIMPEG dan data bidang, karena
penyesuaian data? masing masing bidang memiliki data
terbarunya sendiri, kemudian tidak
dikoordinasikan ~ dengan  pengelola
SIMPEG, kemudian data  yang
disampaikan oleh SKPD, juga sewaktu
penyampaian data oleh SKPD data

tersebut tidak lengkap
12 | Apa yang menjadi penyebab ketidakselarasan data SIMPEG
kurang akuratnya data dikarenakan adanya data yang belum
SIMPEG? disampaikan oleh masing-masing bidang

pada pengelola SIMPEG, dan kami akui
karena kesibukannya ada data yang telah
disampaikan  tetapi  belum  dapat
dientri/input oleh pengelola SIMPEG.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




AR

44336

- HASIL WAWANCARA
N
- EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

UNIVERSITAS TERBUKA

Hasil wawancara untuk Informan 111

Tanggal Wawancara 113 Mei 2019
Nama Informan :T™
Keterangan : Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian

BKPSDMD Kab. Bangka Tengah

No Pertanyaan

Jawaban

1 | Bagaimana kemampuan SDM

pengelola SIMPEG?

Pengelola SIMPEG seharusnya diberikan
semacam pelatihan karena bila dilihat
dari kemampuan mereka, hanya mampu
mengentri dan mengecek data saja,
sedangkan untuk membaca program,
masalah  gangguan  jaringan  dan
sebagainya, mereka belum tahu, hanya

saya yang mengerti masalah jaringan.

2 | Berapa jumlah tenaga
pengelola SIMPEG yang ada,
apakah sudah cukup?

Dalam SK Bupati Bangka Tengah Nomor

188.45/466/BKPSDMD/2019 tentang
pelaksana SIMPEG, jumlah pengolah
data kepegawaian berjumlah 32 orang,
akan tetapi tidak semuanya melaksanakan
tugasnya, karena sebagian di antaranya
menjabat sebagai pejabat eselon IV dan
fungsional yang juga melaksanakan
tugasnya  masing-masing sehingga
pengelolaan SIMPEG menjadi kurang
efektif.
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3 | Apa akibat yang ditimbulkan

dari kekurangan sarana?

Akibat yang timbul dari permasalahan
kekurangan sarana ialah tidak akuratnya
data pada SIMPEG dikarenakan adanya

keterlambatan dalam peremajaan data.

4 | Apakah operator SIMPEG

pernah mengikuti pelatihan?

Staff pengelola data kami ikutkan dalam
kegiatan studi banding tentang tata cara
pengelolaan SIMPEG. Untuk
mengoperasikan Aplikasi SIMPEG, saya
sebagai programmer juga membantu
sedikit kalau ada hal yang kurang
dipahami oleh staff saya.

5 | Apakah instansi BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah
mengadakan Bimtek atau

pelatihan tentang SIMPEG?

kami tidak ada kegiatan bimtek atau
diklat tentang penerapan SIMPEG
kepada para pegawai tertentu dari SKPD
lainnya khususnya Kasubbag
Kepegawaian. Kami hanya melakukan
kunjungan ke SKPD untuk memberikan
username dan password untuk membuka
SIMPEG dan seckilas kami kasih tahu
tentang penggunaan SIMPEG dengan
harapan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian bisa mengolah data

kepegawaiannya sendiri

6 | Apakah penyelenggaraan
SIMPEG telah dilaksanakan

sesuai prosedur?

dikarenakan  pengetahuan  terhadap
prosedur pelaksanaan SIMPEG ini masih
minim, maka pelaksanaannya berjalan
seperti  tanpa prosedur, dan juga
dikarenakan rendahnya kesadaran

pengelola pegawai untuk mengupdate
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data di SKPDnya

7 | Bagaimana proses perekaman
awal dalam penyelenggaraan

SIMPEG?

Proses perekaman awal dilakukan dengan
meminta SKPD untuk menyampaikan
data kepegawaian melalui surat yang
ditujukan kepada Kasubbag Umum dan
Kepegawaian selaku Pengelola
Kepegawaian di SKPD untuk melakukan
pengentrian data pada  SIMPEG,
kemudian = BKPSDMD melakukan
approve atau persetujuan atas pengentrian
data yang dilakukan oleh Kasubbag

Umum dan Kepegawaian

8 | Bagaimana proses
pengamanan data dan
informasi dalam

penyelenggaraan SIMPEG?

Upaya  untuk  pengamanan  data
kepegawaian kami melakukan backup
data setelah peremajaan data dan
membuat file arsip data untuk setiap
pegawai. Untuk informasi kepegawaian
dibuatkan metode satu pintu, sehingga
tidak sembarang orang bisa memberikan

informasi kepegawaian.

9 | Apakah data SIMPEG sudah

akurat?

sebagian data SIMPEG memang ada
yang belum akurat, hal ini dikarenakan
adanya data yang disampaikan SKPD
tidak lengkap, schingga data yang ada
pada SIMPEG tidak update

10 | Apakah ketertiban data telah
terwujud di BKPSDMD Kab.
Bangka Tengah?

Untuk ketertiban data pegawai di
BKPSDMD saat ini memang belum bisa
diwyjudkan, hal ini dikarenakan belum
updatenya data yang ada, di samping itu
SIMPEG kita masih banyak kekurangan
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terkait dengan beberapa data, saat ini kita
lagi berupaya melengkapi data melalui
peremajaan data SIMPEG oleh masing-
masing kasubbag umum kepegawaian
SKPD dengan penambahan resiko bila
diverifikasi tim SIMPEG BKPSDMD
data tersebut belum lengkap, maka akan
dilakukan penanggubhan  tunjangan
insentif terhadap pegawai tersebut,
diharapkan di Tahun yang akan datang
data kepegawaian akan tertib

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




/] Alll'
SN

UNIVERSITAS TERBUKA

44336

HASIL WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG

DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

Hasil wawancara untuk Informan 1V

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2019

Nama Informan :EL

Keterangan : Operator Pengelola SIMPEG

No Pertanyaan Jawaban

1 | Darimana Anda tahun tentang
SIMPEG?

Kami mempelajari SIMPEG ini otodidak,
banyak bertanya dari teman teman
mantan BKD yang dulu bekerja di sini
namun sekarang sudah bertugas di dinas
lain, selain itu juga kami belajar dari
mbah google, dengan sedikit pengetahuan
ini, kami mencoba mengotak atik aplikasi
ini, dan jika sudah terbentur kami akan

bertanya ke Pak Tabri

2 | Apakah Saudara memahami
mengenai jaringan dan

database?

Kalau ada masalah pada jaringan dan
database, kami belum paham tentang itu,
kami hanya bisa mengoperasikannya saja,
itupun karena ada panduannya berbahasa

Indonesia.

3 | Apakah tugas seorang operator
SIMPEG?

programmer nya kami tetap dilaksanakan
oleh Pak Tabri, kami hanya mengentri

peremajaan datanya saja

4 | Apakah operator SIMPEG
pernah mengikuti pelatihan

tentang SIMPEG?

Kami staff pengelola data pernah
mengikuti Studi Banding ke BKD

Kabupaten Sleman dan Bandung tentang
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pengolahan SIMPEG, dan itu sedikit

membantu menambah pengetahuan kami.

5 | Apakah seluruh petugas dikarenakan kami memiliki pekerjaan
pengelola SIMPEG dapat yang jauh lebih prioritas, maka kami
melakukan tugasnya dengan menyadari bahwa pada sistem SIMPEG
baik? masih banyak terdapat‘data yang belum
update yang menyebabkan banyak data
SIMPEG jadi tidak update/akurat
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F—1—Y HASIL WAWANCARA

N

! , EFEKTIVITAS SIMPEG

DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH
UNIVERSITAS TERBUKA

Hasil wawancara untuk Informan V
Tanggal Wawancara 113 Mei 2019
Nama Informan :HH
Keterangan : Kasubbid Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian
No Pertanyaan Jawaban

1 | Mengapa data yang ada pada | penyampaian data mutasi dan pensiun
bidang masing-masing tidak pegawai yang diminta oleh bidang
selaras dengan data SIMPEG? | pembinaan dan informasi kepegawaian
telah kami sampaikan sebagian, hal ini
dikarenakan kesibukan kami, seiring
waktu kami jadi lupa, dan perubahan data
terus saja berlangsung, schingga kami
sekarang bingung harus menyampaikan

data dari mana

2 | Apakah data kepegawaian Untuk saat ini bisa dikatakan data
yang tersedia di BKPSDMD kepegawaian yang ada di BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah belum tertib,
telah tertib? karena masih banyak data yang belum
update bahkan ada yang belum ada sama

sekali datanya di SIMPEG

3 | Bagaimana kondisi arsip sepintas bisa dilihat kita memang sudah
kepegawaian di BKPSDMD memiliki arsip kepegawaian yang cukup
Kabupaten Bangka Tengah rapi dan tertata dengan baik, tetapi bila

untuk mendukung kita lihat masing-masing arsip tersebut,

penyelenggaraan SIMPEG? lbanyak sekali data yang kurang, hal ini
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dikarenakan = sangat  sulit  sekali
mengumpulkan data tersebut, beberapa
kali kita kirim surat kepada SKPD untuk
melengkapi data tersebut, masih ada saja
yang tidak mengumpulkan, hingga saat

ini masih banyak data yang kurang
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HASIL WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

S

UNIVERSITAS TERBUKA

Hasil wawancara untuk Informan VI

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2019

Nama Informan : DH

Keterangan : Kasubbag umum dan Kepegawaian Dinkes
No Pertanyaan Jawaban

1 | Apakah instansi BKPSDMD | kami tidak pernah diundang untuk
Kabupaten Bangka Tengah | mengikuti kegiatan BIMTEK ataupun
pernah mengadakan sosialisasi | pelatihan tentang Penggunaan SIMPEG,
atau pelatihan tentang | kami hanya diberikan username dan
SIMPEG? password untuk membuka SIMPEG, dan
ada sckaii waktu mereka (BKPSDMD)
datang ke dinas kami untuk menjelaskan
sekilas penggunaan SIMPEG, kami
sangat berharap sekali diadakannya
kegiatan BIMTEK tentang SIMPEG
tersebut, karena bagaimanapun juga
pengolahan data  kepegawaian itu
membutuhkan pembelajaran yang
mendalam,  karena  seperti  kami
khususnya pegawainya banyak dari
tenaga kesehatan seperti perawat, dokter
dan lain-lain sehingga penyusunan data
kepegawaian seperti SKP membutuhkan

waktu yang lumayan lama.

2 | Bagaimana menurut pendapat | pelayanan yang diberikan oleh
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Saudara tentang pelayanan
kenaikan pangkat yang
dilakukan BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah?

BKPSDMD terkait kenaikan pangkat
menurut kami masih jauh dari sempurna,
misalnya keharusan melengkapi berkas
data seperti SK PNS, SK Jabatan dan
lain-lain, padahal SK tersebut telah
dikumpulkan  dan  diarsipkan  di
BKPSDMD, seharusnya tidak perlu lagi.

3 | Bagaimana menurut pendapat
Saudara tentang pelayanan
urusan kenaikan gaji berkala
yang dilakukan BKPSDMD
Kabupaten Bangka Tengah?

menurut kami pelayanan dalam kenaikan
gaji berkala yang dilakukan oleh
BKPSDMD masih harus ditingkatkan,
misalnya ada kenaikan berkala otomatis,
sekarang kalau kami tidak mengajukan
akan mengalami keterlambatan, dan
untuk  mengajukan harus dilengkapi
dengan berbagai berkas, ini membuat
banyak pegawai yang malas mengajukan
berkala
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1Y HASIL WAWANCARA

N

! , EFEKTIVITAS SIMPEG

DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH
UNIVERSITAS TERBUKA

Hasil wawancara untuk Informan VII
Tanggal Wawancara : 13 Mei1 2019
Nama Informan :YP
Keterangan : Kasubbid Pembinaan
No Pertanyaan Jawaban

1 | Mengapa data yang ada pada | Benar dulu ada atasan meminta kami
masing-masing bidang tidak | untuk menyampaikan data penerimaan
selaras dengan data bidang? penghargaan PNS, data PNS
mendapatkan hukuman disiplin, tetapi
kami lupa menyampaikannya, dan
mereka juga tidak mengingatkan, jadi
belum disampaikan, tetapi data tersebut

ada pada kami
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HASIL WAWANCARA
EFEKTIVITAS SIMPEG
DI BKPSDMD KAB. BANGKA TENGAH

S

UNIVERSITAS TERBUKA

Hasil wawancara untuk Informan VIII

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2019

Nama Informan :DE

Keterangan : Kabid Mutasi

No Pertanyaan Jawaban

1 | Mengapa dalam pengurusan | pengajuan berkas kenaikan pangkat dan
kenaikan pangkat dan berkala | kenaikan gaji berkala, memang kami
masih diminta kelengkapan | minta untuk dilengkapi persyaratan yang
berkas data yang scharusnya | harus dilengkapi, karena data pegawai di
sudah ada pada SIMPEG? BKPSDMD Kabupaten Bangka tengah
masih kurang karena SIMPEG yang ada
saat ini belum berjalan optimal, jika
SIMPEG tersebut telah berjalan dengan
baik, maka berkas tersebut dapat diambii
dari SIMPEG sehingga tidak perlu
dilengkapi lagi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44336

QT . SIS
eaaBaq UNAISI BIOTRBU | o 1S 8861-20-€1 ‘NVIWA'TS NV ANV IMQ NIALY | 200 T TOP10T £1208861 | <1
NSV 15j51d a1l IS £861-70-C1 ‘DNVEWI TV "d'V'S ‘NVNant | o 0102 TIH0
o154 3Dl v mioi |71 oy opnyn v dV'S ‘NVNARL | 020 1 100102 TIHOES61 | b1
aT 186180 | - i
wnw SESpERud | g il IS 0T ONYNITYSONYd | V'S OLNVALSNO AG4Q | £00 1 100102 0801861 | €1
QI . o ,
I IS SLEI-S0-1T ANANVT | d'V'S ‘NVIVINVIN VA | 210 1 ¥0900T 1280561 | €I
sefejoq sedn, SN 5111 / Bieuad 1S N, wmmﬂ%m dI'S ‘STTALOL SV | 120 1 100107 L1802861 | 11
TBNUAYIDqUIS] UBp JBN3UR] o .
weyrecy SUeprg Qng ereday S 711 / Beuag 1S 7861-60-0€ ‘LVITIVONNS HS ‘ONOAYVH N¥AH | €001 101102 0£602861 | 01
T7Ey UeSUBquaguag I — s £861-11-10 ‘VLUVNVI VN p00 110110z 10118861 | 6
Suepig qng ereday AS ‘VILNIVS SYIWIA
JHES UEGUEqUIATUD] 5 {11/ weuag IS , 1361 1 (NOM'S ‘ONOWSYT AGTA | #10 1100102 82011861 | 8
Suepig qng eredoy -01-87 ‘LVI'TIVDONNS ‘LID
ureUIqUad Sueplg qng e[eday P11l /1 ¥eNSurL Breuag S o Y861 1 11s VS VLIdSNA INVA | 820 509007 10104861 | £
10-10 ‘NVT3S TVONNS
T . e o )
wepUROUd R UIBRE ANS PIRAON | 1S $861-£0-97 TTVOLOL WON'S VSSIMVIN | 100 T ¥0800Z 9Z€0S861 | 9
Leiemegodoy IseulIoju| £861-11-8C dV' N dI'S
: . ey3UI] BIRUD . . ¢
uep ureiquiag Sueprg eedayy | P LI/ TASHLLEIRERd e (VONVE) NIHONNS OLAVAIAON Iy | 001 £0600T8TLTEs61 | ¢
£361-21 TSI
gy 8 d 8 e
seinjy Suepig eedoy P 11T/ 1 1exBul] eieuay zs 81 ONVNI TV SO IS TN [N | 200 T €0600Z RIZIER6T |
SLRIODS 4 AT/ AL BUIqUag zs $961-50-SZ “ONNLNTAL JTILN HS TAYINS | 800 1 01661 01508961 | ¢
BISNURJA BABPIOQUING N p
wSuequiaBuag Sueprg ejeday B AL/ BUIqUIS] S 9961-L0-60 “‘VIONVE PA'S ‘NVMYAH | 1001708861 60L09961 | ¢
5 Al B SN NVINFDIVIINAN
ueped BedoX | o e puiquing zs L961-21-50 “ONVINVN MY siy | 600 T €0Z661 S0T1L961 | 1
NVLVEVE NVONOTOD NVNIQIANGd | YIHVT 1OL LvdWaL VINYN diN ON

p ueardure|

6107 12qUIasa(] ueng
yesuo 1, ey3ueq uorednqey] QINASING [1dIS 1103aN remedoq ueepesy]

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44336

. q1l o .
Jefe[ag sedn], SNd /1 veyBur ] epnjy anpeduog VNS v661-¥0-L1 ‘VIONVE IINAIVS | 100 1 20P10Z LIVOP66] | Tt
qII 1861-€0-81 “UNWILL
Wty 1sensiuim e3ud
NISENSINWPRSURd | ogi | ppnyy anieSusg VIN AVEAS VST UVE N LLAVNAS | 1002212107 81€01861 | 1€
Wy Isensiunupesusg /1 rexFu epnpy sawm@m MdS 8861-€0-77 ANV VIIMVYId VOONY | 100 1 £0600Z 2Z£08861 | 0¢
! qq 0L61-S0 NVMVINIY
W) ISERSIUUIpESUag / 17eq3ut |, epnjy imesuog VIS -0€ “ONVNId TV IDONVd NIMYE HOOW | 100 1709002 0500461 | 62
Jondwoy ejeuerg 5 11 7 Imeduad €a -1 “ONVNI S<w@o@7_%m PNV TANVAITR DIE4dd | 100§ 10S102 S1200661 | 8T
remuda IseIny gjo[oguag 5 11 / eSuag VIS “€0-1€ ‘NVIAS _<om% HVASNVRILIA TIAIV | L00 | ¥09002 1€£0¥861 | LT
ruRSYER  Jandwoy ejeurd P I1/1333ur] medusg €a 1861-20-21 ‘VIONVH ‘HISONIN VSV ozswﬁm €00 T 10110221201861 | 92
weremedaday sijeuy © [1] / BPNA BIRUY 1S £661-S0-0T "VIONVE H'S INNAHYM VNIY | 600 T 206107 0250€661 | ST
ugremesodoy sijeuy ® ][ / BPNA BIRU( IS /1 ‘HYONAL 5_*%%% "dV'S TMILIAH VANNS | $00T20610T L1201661 | +C
wrww() Isensiurwpedudg ® []] / BPNA BIRUD( Ald . zzmzw%m _m@m% dIS'S ‘NVAVILSITONA | 100 I 80810T 10208661 | €T
TemuBad IseIni B[0[a3udd 2 []] / PR BIRUD] Ald -10-b0 ONYVUES _mwﬂ d1S'S ‘NMHVE TNAIVAS | 100 1 80810T ¥001¥661 | 2T
UMW) ISEHSIUIWpREUad e [T/ BPIUA BIRU] IS -1 “ONVNI 5<wa.& HISONIN ILVAMNS | 2002 101107 ST101LL61 | 1T
ueInfue] vuesyepd surdisry ® []] / EPNJA BIRUS €a 7D z<zr:<wwﬂwm PNV ‘VNAMAT | £102 100107 LT¥0Z861 | 0T
ueinfue| © [11 / PR BIRUSJ €a 1861-01-S0 “NADVUS PNV 800 1 10010z 0011861 | 61
vuesyEpRJ Wnduoy eeurlg v ‘TAAV AIN ONd 1IgV.L i
umnlue ] © ][] / BPNA BIRU] £a s61-11 PNV ‘VIMLL NIMAA | £00 1 1001022011261 | 81
euesyEpR  Jndwoy erueld -20 ‘ONVNIdTVIONVd
rem180 ISBINIA SIS0AWAg © []] / BPOA BIRUd] IS 6861-£0-1€ ‘ONVINI TVd A'S HOUDIZVL VIIA | 1007 100102 1€£06861 | L1
umemegadoy elo[ddued ® [[1 / BPNA BIRUS] IS ¥861-90-L7 ‘NVANMA H'S VIIAVY VAT | 200 T 105007 LT90¥861 | 91

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44336

Lnp ueremeSeday ‘whwn :MMM%M sEIV qeBUOUSIN yeloNes 8661/01/01 guequofeg VNRIV.LNO VIA VIQVN | §1
wep ueremedaday] ‘wnwpn :M%M%m VdI SEIV YeBUaUAJ Ye|oNas £661/90/0€ andurey NVIWSNAVA IANAA | vl
ugduenay UPIOIUBNIOg [SENISIUNIPY N .
tep ueremedodoy ‘wnwp ueideg qng uensnfoy; YRSUIUIN YBONOS sLol/80/ze Lot VIATIS VNIIA el
wp upremeSadey ‘wnuip) cM_WMMMMM wrsay uenin(ay yeSuouay yeloxas 0L61/10/21 pAeqRIng OLNVRI ORIV | 21
wep ueremedodoy ‘wnuwp) cMMWMMMM YeA1lY yeseipey ¥661/£0/01 IejueIay INVAVINNNS | 11
uep ueremedaday ‘wnwn) :MMMMNMMM TESEQ YB[ONRS 9861/80/81 NSO 1TV INVRIVIN | 01
wp uereseSaday wnun cm%w@%m BUIRLIS] YEdUaUD)y YE[0NeS 1861/50/€C uowngay ILVINSNT | 6
wp weremedodoyy wnuip) :MMMM“MMM IsuRuNYy ueninfoy YeSUausiy yejoNes 0L61/21/5T uswngay WISV N
wip uereaeSodoy ‘wnwn :MMWM %m SdI se1v Yedusudy ye[oxes 9861/10/L0 gunung Funfue], VIT| L
wip uzreeSodosy wnu =%MM“NM Sdl se1y yeSuousl yeloNeS | Z861/T1/€] uepag p3ung ILVAONA RIS | 9
utp ueremedadoy] ‘wnuipn :MMMMMMM spueiad Bseled HI-d L861/10/1C rqoy INAIVNIW HVINHIH ¢
S éécww_%%wﬂwm AMGNg ISENSIWWPY 1-S | £861/90/61 2qoY HVICUVIN | ¥
1] upduequidduad 3ueplg qng Sdl SelV Ye3uaudy yejo3as 8861/V0/VT nang OLNVIONS 1948 | €
Irveredy 159701 1SEN[ISE LMMHW_%_,N UISO IR [-S 1661/b0/0€ pyredung | MVHZY TYWIN NVHANS | €
up ueremedodoy ‘wnuin cM_MMMMMM BuIELIg YESUAUAN YEI0YRS £861/80/5C SueweN IGVATINN [
ONVE NVLVAININAL NVMIAIANAd JWMV—MVMHM\H HIHV1 LVdIWIL YIWVN ON
6107 19quiasa(] Ue[g

yedua ] ey3ueq uoredngey] qQINASING UeieSay yenuoy remedsJ ueepeay|

¢ ueridure|

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




44336

o ueidwe]

PI'Y YONVAIW OX3 IHEV.L(Hd)
NYIVMYO3dIN,

d'v's,'Nvnaiy
NSY 1S3408d -
ISYLIISY4 ONVaig ans

-

HS JHVSYLI4SNd INVA
'
NYYNISW3d ONVaId ans

wox's ‘ONOWSY Aa3qa

NYHILY13d NVa
NYMIQIGN3d ONVAIg 8NS

dV' I ‘3S ‘THLNdYS SYia
YONVEWIDNIE ONYAId GNS

HS ‘ONOAYVH NYAH

NVILNIHY¥38Wad
NVQ LY¥ON3d

S ‘HOYZYL YW (3d)

NVivdININ3d
va NYYGYONId ONvaAIa ans

spnipr, s TR i o AT B A

dV'IN-“dI'S ‘OLHWAIAON INANIH - pd'S ‘NYMHIH
" NVIVMYOIdaN ISYWHOINI | NYHILY13d Nva
'NYG NYVYNIGW3d ONvald | NUMIaIaNad oNvala

1S"IN ‘dI’S‘1ONI 443 INVHA
ISYLOW ONvaId

AR R e R AT SRR R R

ES. 'S ‘YSSINYW © PV ‘VNAYAS (d)

NVHOdYIZd Nva - NVONYNI¥ Nva
Z<<Z<UZN¢WA_ G<nm:w<x NVIVMYDIdIX ‘WNINN OVE8ASYA

BB <o mnotisiminnecns st

L d' 1AL ‘HS ‘1a¥YANS IYNOISONNA
SIIYLIUNTS ,

'

IS'W ‘NYIWHWYSINN NAHYM 's1a .

z<n<n <._<n_m!

6107 JHIIASHA NV1d
HVONAL VIONVE NILVINIVI AAASDIE ISVSINVIIO ANLATILS

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



%‘l“’
Wil

Lampiran 7

44336

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkal Pinang
JI. Pulan Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Provinsi Kep. Bangka Belitung

UNIVERSITAS TERBUKA Telenon: 0717-424986, 4317949, Faksimile: 07172436140, 431315
E-mail: ut-pangkalpinang@ut.ac.id
Nomor : 68\ /UN31.UPBJJ.6/LL/2019 1 5 (EB 2:”3
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM)
Kabupaten Bangka Tengah
J1. Padang Baru, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, 33684

Merujuk permohonan mahasiswa atas nama :

No. Nama NIM Kode Mata Kuliah
1. RIDUAN 500630386 MAPUS5400

Mengenai Penelitian Program S2 Administrasi Publik (Online) guna memenuhi persyaratan mata
kuliah Tugas Akhir Program Magister (TAPM), bersama ini kami mohon agar yang bersangkutan
diizinkan melakukan penelitian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bangka Tengah dengan judul :* Efektivitas Penerapan Sistem
informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bangka Tengah. ”

Demikian atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terimakasin.

I

Birgi(fﬁr,

4 asmonel'\,‘ S.H., M.Hum.
N °. .. NIP196107t11988031002
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Lokasi Penelitian
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Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan
Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
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Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan
Kepala Bidang Pembinaan dan Inka BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah

Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan
Kepala Seksi Informasi Kepegawaian BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah
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SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suatu layanan kepegawaian
vang efektif, efisien, cepat dan akurat perlu disusun suatu
pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
manajemen kepegawaian dengan pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi yang mendukung pengambilan
keputusan manajemen aparatur sipil Negara di
Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah  dianggap sudah tidak  sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam  Negeri tentang Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri.

2. Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Manajemen Kepegawaian adalah pengelolaan kepegawaian
guna menghasilkan Pegawai yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian
Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SIMPEG-KDN
adalah rangkaian informasi dan data Pegawai yang
disusun secara sistematik, menyeluruh, dan terintegrasi
dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan
proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna
dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.

4. Data Pokok adalah data pendukung yang memuat unsur

data identitas pribadi Pegawai yang bersifat statis.
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5. Data Riwayat adalah data yang memuat unsur
perkembangan data individu, akademis, maupun jenjang
karier Pegawai yang bersifat dinamis.

6. Data Pegawai adalah informasi yang berisikan Data pokok
dan Data Riwayat secara keseluruhan baik individu
maupun Kkolektif yang berasal dari hasil proses bisnis
internal dan/atau sumber eksternal Kementerian Dalam
Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis
sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau
dikeluarkan oleh pejabat di lingkungen Kementerian
Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum
berupa surat keputusan dan surat.

8. Dokumen Pendukung adalah Naskah Dinas Kepegawaian
yang digunakan sebagal dasar dalam pengelolaan pada
SIMPEG-KDN.

9. Pengelolaan adalah perekaman awal, pemutakhiran,
pemanfaatan Data Pegawai, dan pemeliharaan SIMPEG-
KDN.

10. Perekaman Awal adalah memasukkan Data Pegawai pada
saat pertama kalinya pada SIMPEG-KDN.

11. Pemutakhiran adalah memperbaharui Data Pegawali
sesuai dengan Dokumen Pendukung yang terdiri dari
tahapan verifikasi, klarifikasi, sinkronisasi dan validasi.

12. Verifikasi adalah menguji akurasi Dokumen Pendukung.

13. Klarifikasi adalah memberikan penjelasan kepada Pegawai
dari hasil Verifikasi.

14. Sinkronisasi adalah mencocokkan Data Pegawai dengan
perangkat lunak yang berhubungan dengan kepegawaian
di Kementerian Dalam Negeri dan/atau instansi terkait.

15. Validasi adalah pengesahan hasil Pemutakhiran yang telah
sesuali dengan kondisi/keadaan sebenarnya.

16. Pemanfaatan adalah kegiatan penyusunan  dan
penyampaian Data Pegawai berdasarkan permintaan.

17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga, merawat,
mengamankan Data Pegawai, Dokumen Pendukung,

perangkat lunak, perangkat keras dan/atau jaringan yang
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mendukung penerapan SIMPEG-KDN.

18. Pengembangan SIMPEG-KDN adalah kegiatan
menyempurnakan, menambah dan/atau mendesain
perangkat lunak, perangkat keras, dan/atau jaringan,
yang mendukung penerapan SIMPEG-KDN.

19. Otorisasi Akses adalah proses menentukan hak akses
Pegawai vada SIMPEG-KDN sesual dengan
kewenangannya.

20. Pengelola Kepegawaian adalah Pegawai yang
melaksanakan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

21. Pengelola SIMPEG-KDN adalah Pegawai yang
mengkoordinasikan Pengelolaan dan Pengembangan
SIMPEG-KDN.

22. Administrator adalah Pegawai yang dalam tugas dan
fungsinya membantu Pengelola SIMPEG-KDN dalam
Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.

23. Operator adalah Pegawai yang ditunjuk untuk membantu
Administrator dalam mengelola SIMPEG-KDN.

24. Pimpinan Unit Kerja adalah sekretaris jenderal, inspektur
jenderal, para direktur jenderal dan/atau para kepala
badan.

25. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin
oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman

Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.

Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini untuk:
a. pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan
Manajemen Kepegawaian secara efisien dan efektif; dan

b. memberikan pelayanan kepegawaian yang cepat dan

akurat.
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BAB II
WEWENANG

Pasal 4

(1) Menteri berwenang melakukan pembinaan, Pengelolaan,
Pengembangan SIMPEG-KDN dan penyediaan jaringan
infrastruktur SIMPEG-KDN.

(2) Dalam  melakukan  pembinaan, Pengelolaan dan
Pengembangan SIMPEG-KDN sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kepada sekretaris
jenderal.

(3) Dalam  melakukan  pembinaan, Pengelolaan dan
Pengembangan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh kepala
biro kepegawaian dan kepala pusat data dan sistem
informasi.

(4) Kepala biro kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan
Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.

(5) Kepala pusat data dan sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab dalam
penyediaan jaringan infrastruktur SIMPEG-KDN.

(6) Kepala biro kepegawaian dan kepala pusat data dan
sistem informasi bersama-sama bertanggung jawab

terhadap keberlangsungan pelaksanaan SIMPEG-KDN.

Pasal 5
(1) Dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan
SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4) kepala biro kepegawaian didukung oleh:
a. Pengelola SIMPEG-KDN;
b. Pengelola Kepegawaian;
c. Administrator; dan
d. Operator
(2) Pengelola SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a dilaksanakan oleh pejabat Administrator pada

Biro Kepegawaian yang membidangi tugas pelaksanaan
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SIMPEG-KDN.

(3) Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari:

a. Pengelola Kepegawaian kementerian yang
dilaksanakan oleh para pejabat Administrator pada
Biro Kepegawaian,;

b. Pengelola Kepegawaian Unit Kerja/Institut
Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh
pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian
pada Unit Kerja/Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

c. Pengelola Kepegawaian biro/pusat pada Sekretariat
Jenderal, dilaksanakan oleh pejabat pengawas yang
membidangi kepegawaian pada biro/pusat pada
Sekretariat Jenderal; dan

d. Pengelola Kepegawaian unit pelaksana teknis
dilaksanakan oleh pejabat pengawas yang membidangi
kepegawaian pada unit pelaksana teknis.

(4} Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilaksanakan oleh pejabat pengawas pada Biro
Kepegawaian yang membidangi tugas pelaksanaan
SIMPEG-KDN.

(5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d
terdiri dari:

a. Operator kementerian;

b. Operator Unit Kerja/Institut Pemerintahan Dalam
Negeri;

c. Operator biro/pusat pada Sekretariat Jenderal; dan

d. Operator unit pelaksana teknis.

(6) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan oleh pejabat pelaksana yang diberi tugas
dalam pengoperasian SIMPEG-KDN.

Pasal 6
Dalam pelaksanaan penyediaan jaringan infrastruktur
SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5),
kepala pusat data dan sistem informasi berkoordinasi dengan

kepala biro kepegawaian.
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BAB III
TUGAS

Pasal 7

Tugas kepala biro kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) yaitu:

a. berkoordinasi dengan kepala pusat data dan sistem
informasi untuk memenuhi kebutuhan dukungan jaringan
Infrastruktur SIMPEG-KDN; dan

b. mengkocrdinasikan pelaksanaan SIMPEG-KDN dengan
Pengelola SIMPEG-KDN, Pengelola Kepegawaian

kementerian, dan Administrator.

Pasal 8

(1) Tugas kepala pusat data dan sistem informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yaitu
menyediakan dukungan jaringan infrastruktur SIMPEG-
KDN.

(2) Dukungan jaringan infrastruktur SIMPEG-KDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. perangkat keras/hardware;
b. perangkat jaringan/network/LAN; dan

c. keamanan lalu lintas data/security/ https.

Pasal 9

Pengelola SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) memiliki tugas:

a. menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan
penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN
kepada kepala biro kepegawaian,;

b. menyusun rencana kebutuhan penyediaan jaringan
infrastruktur SIMPEG-KDN dan menyampaikan kepada
kepala pusat data dan sistem informasi melalui kepala
biro kepegawaian;

c. membantu kepala biro kepegawaian dalam melakukan

Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN;
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d. mengkoordinasikan  pengelolaan dan  Pemeliharaan
Dokumen Pendukung; dan

e. membantu  melakukan  monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-
KDN.

Pasal 10

Pengelola Kepegawaian kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3} huruf a memiliki tugas:

a. mengkoordinasikan dengan Pengelola SIMPEG-KDN hasil
proses Manajemen Kepegawaian yvang menjadi
kewenangan Menteri, sekretaris jenderal, kepala biro
kepegawaian dan pejabat Administrator di biro
kepegawaian;

b. mengkoordinasikan Pemutakhiran hasil proses
Manajemen Kepegawaian dengan Operator kementerian;

c. melaporkan kepada kepala biro kepegawaian melalui
Pengelola SIMPEG-KDN, keluaran/output dari hasil
Manajemen Kepegawaian yang berupa Naskah Dinas
Kepegawalan vyang menjadi kewenangan  Menteri,
sekretaris jenderal, kepala biro kepegawaian dan pejabat
Administrator di biro kepegawaian,;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Operator
kementerian kepada kepala biro kepegawaian melalui
Pengelola SIMPEG-KDN; dan

e. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan kepada kepala biro

kepegawaian melalui Pengelola SIMPEG-KDN.

Pasal 11

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

memiliki tugas:

a. membantu menyusun dan menyampaikan rencana
kebutuhan penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan
SIMPEG-KDN kepada kepala biro kepegawaian,

b. memberikan Otorisasi Akses berdasarkan usulan

Pengelola Kepegawaian dengan persetujuan Pengelola
SIMPEG-KDN;
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c. membantu menyusun rencana kebutuhan penyediaan
jaringan infrastruktur SIMPEG-KDN dan menyampaikan
kepada Kepala Pusat Data Sistem Informasi melalui kepala
biro kepegawaian;

d. memberikan dukungan teknis SIMPEG-KDN dalam
Pengelolaan;

e. memberikan dukungan teknis Pemeliharaan Dokumen
Pendukung;

f. membantu secara teknis Pengelola Kepegawaian dan/atau
Operator dalam melakukan Verifikasi dan Sinkronisasi;

g. memberi masukan dalam penyusunan dan
penyempurnaan tampilan/feature, masukan/input, dan
keluaran/output Data Pegawai; dan

h. menyusun dan menyempurnakan format penyajian dalam

Pemanfataan SIMPEG-KDN.

Pasal 12

Operator kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (5) huruf a memiliki tugas:

a. membantu Pengelola Kepegawaian dalam hal Pengelolaan
hasil proses Manajemen Kepegawaian yang menjadi
kewenangan Menteri, sekretaris jenderal, kepala biro
kepegawaian dan pejabat Administrator di Biro
Kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Administrator;
dan

b. melakukan pemutahiran Data Pegawai kepada Badan
Kepegawaian Negara melalui sistem informasi aparatur

sipil negara yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 13
Pengelola Kepegawaian Unit Kerja/Institut Pemerintahan
Dalam Negeri, biro/pusat pada sekretariat jenderal dan unit
pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf d memiliki tugas:
a. mengkoordinasikan hasil proses Manajemen Kepegawaian
yang menjadi kewenangan Pimpinan Unit Kerja/Rektor

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pejabat biro/pusat
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pada sekretariat jenderal dan/atau pejabat pada unit
pelaksana teknis;

b. mengkoordinasikan Pemutakhiran hasil proses Manajemen
Kepegawaian dengan Operator kementerian;

c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan di lingkungan Unit
Kerja/Institut Pemerintahan Dalam Negeri, biro/pusat
pada sekretariat jenderal dan/atau unit pelaksana teknis
kepada kepala biro kepegawaian melalui Pengelola
SIMPEG-KDN;

d. melaporkan kepada kepala biro kepegawaian melalui
Pengelola SIMPEG-KDN, keluaran/output dari hasil
Manajemen Kepegawaian yang berupa Naskah Dinas
Kepegawaian yang menjadi kewenangan Pimpinan Unit
Kerja/Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pejabat
biro/pusat pada sekretariat jenderal dan/atau pejabat unit
pelaksana teknis; dan

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Operator
Unit Kerja/Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Operator
biro/pusat pacda sekretariat jenderal atau Operator unit
pelaksana teknis kepada kepala biro kepegawaian melalui
Pengelola SIMPEG-KDN.

Pasal 14
Operator Unit Kerja/Institut Pemerintahan Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (5) huruf b
memiliki tugas membantu Pengelola Kepegawaian dalam hal
Pengelolaan hasil Manajemen Kepegawaian yang menjadi
kewenangan Pimpinan Unit Kerja/Rektor Institut
Pemerintahan Dalam Negeri dan/atau pejabat di lingkungan
Unit Kerja/Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan

berkoordinasi dengan Administrator.

Pasal 15
Operator biro/pusat di lingkungan sekretariat jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5 huruf c
memiliki tugas membantu Pengelola Kepegawaian dalam hal

Pengelolaan hasil Manajemen Kepegawaian yang menjadi
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kewenangan pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat
biro/pusat di lingkungan  sekretariat jenderal dan

berkoordinasi dengan Administrator.

Pasal 16
Operator unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5) huruf d memiliki tugas membantu Pengelola
Kepegawaian dalam hal Pengelolaan hasil Manajemen
Kepegawaian yang menjadi kewenangan pejabat di lingkungan
unit  pelaksana  teknis dan = berkoordinasi = dengan

Administrator.

BAB IV
INFRASTRUKTUR SIMPEG-KDN

Pasal 17
Infrastruktur SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 berkedudukan pada pusat data/data center dan/atau
pusat  pemulihan bencana/ disaster  recovery  center

Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18
Dalam melakukan Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-
KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan
penyediaan jaringan infrastruktur SIMPEG-KDN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat melibatkan tenaga ahli
dan tenaga pendukung setelah mendapat persetujuan

sekretaris jenderal.

BAB V
DATA PEGAWAI

Pasal 19
(1) Data Pegawai pada SIMPEG-KDN terdiri atas:
a. Data Pokok; dan
b. Data Riwayat.
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(2) Data Pokok dan Data Riwayat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur data dan
data pendukung tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20
Prosedur pelaksanaan SIMPEG-KDN meliputi:
a. perekaman awal;
b. pemutakhiran;
¢c. pemanfaatan; dan

d. pemeliharaan.

Bagian Kedua

Perekaman Awal

Pasal 21
(1) Perekaman Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf a dilakukan kepada:
a. Calon Pegawai,
b. Pegawai yang melakukan  mutasi/promosi ke
Kementerian Dalam Negeri; dan/atau
c. Pegawai yang belum pernah dilakukan Perekaman
Awal pada SIMPEG-KDN.
(2) Perekaman Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Data Pokok dan Data Riwayat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19.
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Bagian Ketiga

Pemutakhiran

Pasal 22

(1) Setiap Pegawai wajib meneliti kebenaran Data Pegawai
masing-masing melalui SIMPEG-KDN dengan identitas
pengguna dan kata kunci/password.

(2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau perkembangan
Data  Pegawai, setiap Pegawal melaporkan dan
menyampaikan Dokumen Pendukung kepada Pengelola
Kepegawaian melalui atasan langsung Pegawai yang
bersangkutan.

(3) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus sudah disampaikan oleh Pengelola Kepegawaian
kepada Operator, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
Dokumen  Pendukung  diterima untuk  dilakukan
Pemutakhiran.

(4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib
melakukan Pemutakhiran paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak Dokumen Pendukung diterima,

Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau perkembangan
Data Pegawai dari hasil proses Manajemen Kepegawaian,
Pengelola Kepegawaian kementerian, Pengelola
Kepegawaian Unit Kerja/Institut Pemerintahan Dalam
Negeri, Pengelola Kepegawaian biro/pusat pada sekretariat
jenderal dan Pengelola Kepegawaian unit pelaksana teknis
wajib menyampaikan Dokumen Pendukung kepada
Operator paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
diselesaikannya Dokumen Pendukung.

(2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan Pemutakhiran paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak Dokumen Pendukung diterima.
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Pasal 24
Dalam hal Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 dan Pasal 24 telah dilaksanakan, Pengelola Kepegawaian
kementerian, Pengelola Kepegawaian Unit Kerja/Institut
Pemerintahan Dalam Negeri, Pengelola Kepegawaian biro/pusat
pada sekretariat jenderal dan Pengelola Kepegawaian unit
pelaksana teknis wajib menyampaikan Dokumen Pendukung

kepada Pengelola SIMPEG-KDN.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 25

(1) Pemanfataan Data Pegawai dilakukan melalui SIMPEG-
KDN oleh pejabat, Pengelola Kepegawaian dan/atau
Pengelola SIMPEG-KDN dalam pelaksanaan Manajemen
Kepegawaian.

(2) Pemanfaatan Data Pegawai baik secara perorangan
maupun organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dikoordinasikan dengan kepala biro kepegawaian.

(3) Pemanfatan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada sekretaris

jenderal melalui kepala biro kepegawaian.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 26
(1) Pemeliharaan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf d, meliputi:
a. Pemeliharaan Data Pegawai; dan
b. Pemeliharaan perangkat SIMPEG-KDN
(2) Pemeliharaan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. arsip Data Pegawai secara elektronik;
b. rekam cadang/backup Data Pegawai secara elektronik;
dan

c. Pemeliharaan arsip Dokumen Pendukung.
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(3) Pemeliharaan perangkat SIMPEG-KDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perangkat keras/hardware,
b. perangkat lunak/software; dan
c. perangkat jaringan/network/LAN.

(4) Pemeliharaan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun berdasarkan tata naskah dinas

kepegawaian.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA

Pasal 27
(1) Pengelola SIMPEG-KDN, Administrator, Pengelola
Kepegawaian dan/atau Operator dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab atas kebenaran, keamanan
dan kerahasiaan Data Pegawai.
(2) Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang diberikan kepada pihak manapun tanpa
persetujuan Pengelola SIMPEG-KDN dan berkoordinasi

dengan kepala biro kepegawaian.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SIMPEG-KDN

Pasal 28

(1) Pengembangan SIMPEG-KDN untuk jangka pendek
diarahkan pada  pengembangan sistem dengan
pengintegrasian SIMPEG-KDN dengan sistem daftar hadir
elektronik/finger —print dan sistem tata naskah
kepegawaian elektronik.

(2} Pengembangan SIMPEG-KDN untuk jangka menengah
diarahkan pada pengembangan sistem dengan
pengintegrasian SIMPEG-KDN dengan sistem penilaian
kinerja, sistem perencanaan formasi dan sistem layanan

kepegawaian terintegrasi.
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(3) Pengembangan SIMPEG-KDN untuk jangka panjang
diarahkan pada sistem Informasi yang terintegrasi secara
nasional melalui sistem informasi aparatur sipil negara,
dan mendukung sistem informasi eksekutif/executive
information system, sistem dukungan pengambilan
keputusan/decision  support  system, dan pusat
penilaian/ assessment center.

(4) Pengembangan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3} dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan Manajemen Kepegawaian
pada Unit Kerja/Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan
harus menjamin integrasi antar modul yang relevan dan
menjaga keberlanjutan Pemanfaatan.

(5) Pengembangan SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan bersama-
sama antara kepala biro kepegawaian dan kepala pusat

data dan sistem informasi.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29
(1) Sekretaris jenderal melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG-KDN.
(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dapat disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Pasal 30
(1) Kepala pusat data dan sistem informasi melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan,
Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur.
(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kepala
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biro kepegawaian untuk selanjutnya disampaikan kepada

Menteri melalui sekretaris jenderal.

Pasal 31
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dan Pasal 30 disampaikan melalui laman SIMPEG-

KDN atau melalui media resmi Kementerian Dalam Negeri.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 32
(I) Untuk Pengembangan SIMPEG-KDN, kepala biro
kepegawaian melakukan pembinaan terhadap Pengelola
SIMPEG-KDN, Administrator, Pengelola Kepegawaian,
Operator dan Pegawai.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan kapasitas Pengelola SIMPEG-KDN,
Administrator, Pengelola Kepegawaian, dan Operator;
dan

b. sosialisasi SIMPEG-KDN kepada Pegawai.

BAB XI
SANKSI

Pasal 33

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
yang dengan sengaja tidak melaporkan dan/atau
menyampaikan Dokumen Pendukung yang berdampak
pada kesalahan dalam pengambilan keputusan dan/atau
kerugian keuangan Negara dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) dan Operator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5) yang dengan sengaja tidak
menyampaikan Dokumen Pendukung dan/atau
melakukan Pengelolaan yang berdampak pada kesalahan

dalam pengambilan keputusan dan kerugian keuangan
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Negara, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 34
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan
dan Pengembangan SIMPEG-KDN dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35
Perekaman Awal pada SIMPEG-KDN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan kepada setiap Pegawai paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri

ini diundangkan.

Pasal 36
Dalam hal kewenangan yang didelegasikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada pejabat pelaksana
harian/Plh atau pejabat pelaksana tugas/Plt kewenangan
pejabat dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 38
Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2017.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1793.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TABEL RINCIAN DATA PEGAWAI, UNSUR DATA DAN DATA PENDUKUNG

No. | DATA PEGAWAI

UNSUR DATA

DATA PENDUKUNG

1. | Data Pokck

Identitas:

Nama

Nomor Induk Kependudukan
(Nik)

Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Status Pernikahan

Alamat Rumah

Nomor Telepon/Telepon Seluler

Surat Elektronik (E-Mail)

Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (Ktp-El)
Kartu Keluarga

Akta Kelahiran Pegawai

Akta Nikah/Janda/Duda

Pekerjaan:

Nomor Induk Pegawai/Nomor
Pokok Pegawai (NIP/NPP)
Pangkat/Golongan Ruang
Dasar Pendidikan
Pengangkatan Sebagai Pegawali
Nomor Surat Keputusan
Pengangkatan Jabatan

Unit Kerja Penempatan
Bersedia Ditempatkan Di
Seluruh Indonesia

Nomor Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK)
Nomor Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)

Nomor Tabungan Pensiun

(TASPEN)

Surat Keputusan
Pengangkatan Menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS).

Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas
Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS)

[jazah SD S/D [jazah
Terakhir

Surat Keputusan
Pengangkatan Jabatan
Surat Pernyataan Bersedia
Ditempatkan Di Seluruh
Indonesia

Surat Keterangan Catatan
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No. | DATA PEGAWAI

UNSUR DATA

DATA PENDUKUNG

- Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

- Nomor Kartu Istri (KARIS)/

Kartu Suami (KARSU)

- Nomor Asuransi Kesehatan
(ASKES}/ Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)

- Nomor Badan Pertimbangan
Tabungan Perumahan
(BAPETARUM)

- Keterangan Sehat Dan Bebas
Narkoba

Kepolisian (SKCK)

Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

Sertifikat Tabungan
Pensiun (TASPEN)

Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

Kartu Istri (KARIS)/ Kartu
Suami (KARSU)

Kartu Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Sertifikat Badan
Pertimbangan Tabungan
Perumahan (BAPETARUM)
Surat Dokter Tim Penguji

Kesehatan

2. | Data Riwayat Jabatan:
- Riwayat Jabatan - Surat Keputusan

- Riwayat Unit Kerja Jabatan Pengangkatan Calon

- Nomor Surat Keputusan

Jabatan

- Nomor Surat Pernyataan

Pelantikan

- Nomor Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas

- Nomor Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan
- Tugas Luar Negeri

- Organisasi

Pegawai Negeri Sipil
Surat Keputusan Jabatan
Surat Pernyataan
Pelantikan

Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas
Surat Pernyataan
Menduduki Jabatan
Surat Tugas Luar Negeri
Surat Keterangan

Keanggotaan Organisasi

Kepangkatan:

- Riwayat Kenaikan Pangkat

Nomor Dan Jenis Kenaikan

Pangkat

Surat Keputusan Kenaikan
Pangkat Reguler
Surat Keputusan Kenaikan
Pangkat Pilihan

Surat Keputusan Kenaikan
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No. | DATA PEGAWAI UNSUR DATA

DATA PENDUKUNG

Pangkat Istimewa

Surat Keputusan Kenaikan
Pangkat Penyesuaian ljazah
Surat Tanda Lulus Ujian
Dinas (STLUD)

Surat Tanda Lulus Ujian
Penyesuaian Kenaikan

Pangkat (STLUPKP)

Pendidikan:

- Riwayat Pendidikan

- Nomor ljazah

- Jurusan Pendidikan

- Tanggal Lulus Pendidikan

- Nomor Surat Keterangan Tugas
Belajar/ljin Belajar

- Karya Tulis/Makalah

ljazah SD S/D ljazah
Terakhir

Transkrip Nilai

Surat Keterangan [lmu Yang
Bermanfaat

Surat Keterangan Tugas
Belajar

Surat Keterangan [jin

Belajar

T Pengembangan Kompetensi:

- Nomor Dan Riwayat Diklat
Struktural

- Nomor Dan Riwayat Diklat
Fungsional

- Nomor Dan Riwayat Diklat
Teknis

- Nomor Dan Riwayat

Sertifikat Pendidikan Dan
Pelatihan Prajabatan
Sertifikat Pendidikan Dan
Pelatihan Struktural
Sertifikat Pendidikan Dan
Pelatihan Fungsional

Sertifikat Pendidikan Dan

- Nomor Surat Nikah

- Nomor Surat Izin Cerai

Seminar/Workshop Pelatihan Lainnya
Sertifikat
Seminar/Workshop
Keluarga:
- Suarmi/Istri Kartu Keluarga
- Anak Akta Nikah
- Orangtua (Ayah/Ibu) Akta Cerai

Akta Lahir Suami/Istri
Akta Lahir Anak
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No.| DATA PEGAWAI UNSUR DATA DATA PENDUKUNG

- Nomor Surat Keterangan - Surat Keterangan Izin

Kematian Perceraian
- Surat Keterangan Kematian

Lain-Lain:

- Bahasa - Sertifikasi Kemampuan

- Riwayat Gaji Berkala Bahasa

- Riwayat Penyesuaian Gaji - Surat Keputusan Kenaikan
Pokok Pegawai Gaji Berkala

- Riwayat Hukuman Disiplin - Surat Keputusan

- Riwayat Penilaian Prestasi Penyesuaian Gaji Pokok
Kerja Pegawai

- Riwayat Cuti - Surat Keputusan

- Riwayat Penghargaan Penjatuhan Hukuman

- Riwayat Laporan Harta Disiplin Ringan, Sedang
Kekayaan Aparatur Sipil Negara Dan Berat
(LHKASN) - Piagam Penghargaan X

- Riwayat Laporan Pajak-Pajak Tahun, XX Tahun, XXX
Pribadi (LP2P) Tahun Dan Penghargaan

- Riwayat Laporan Harta Lainnya
Kekayaan Penyelenggara - Daftar Penilaian Sasaran
Negara (LHKPN]) Kerja Pegawai (SKP)

- Surat Keterangan Cuti
Tahunan

- Surat Keputusan Cuti
Bersalin

- Surat Keputusan Cuti Sakit

- Surat Keputusan Cuti
Alasan Penting
Surat Keputusan Cuti Besar
Surat Keputusan Cuti
Diluar Tanggungan Negara

- Tanda Terima Formulir
Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara
(LHKASN)
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No.| DATA PEGAWAI

UNSUR DATA

DATA PENDUKUNG

Tanda Terima Formulir
Laporan Pajak-Pajak Pribadi
(LP2P)

Tanda Terima Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590203 198903 1 001

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
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BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR :188.45/466/BKPSDMD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45/296/BKPSDMD/2019
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA I-ADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMAS! KEPEGAWAIAN
DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

nimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan
Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah agar dapat berjalan secara efektif
dan efisien, telah ditetapkan Keputusan Bupati
Nomor :188.45/296/BKPSDMD/2019 tentang Penetapan
Panitia Pelaksana pada Kegiatan
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian ‘dan
Pengembangan  Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019;

Me

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan
panitia pelaksana pada kegiatan pembangunan/
pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kabuapten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2019, maka Keputusan Bupati
Nomor :188.45/296/BKPSDMD /2019 tentang Penetapan
Panitia Pelaksana pada Kegiatan Pembangunan/
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Nomor : 188.45/296/BKPSDMD/2019 tentang
Penetapan Panitia Pelaksana pada Kegiatan
Pembangunan/Pengembangan .  Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2019;

1
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

N

Undang-Undang Nomor $ Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor .3679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran (Megara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240),
sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Reraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2019 Nomor 269);

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Anggaran P=ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018
Nomor 263);
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9. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 586), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 201& tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2018 Nomor 754);

10. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018
Nomor 774), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2918
tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 793);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
188.45/269/BKPSDMD/2019 TENTANG PENETAPAN
PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN/
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
DAERAH PADA BADAN . KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 20109.

KESATU :  Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor
188.45/296/BKPSDMD/2019 tentang Penetapan Panitia
Pelaksana pada Kegiatan Pembangunan/Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019,
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2019.

(98]
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KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KObi I
ule

pada tanggal 7% 2019

* BUPATI BANGKA TENG

&

. ‘;, /‘4\ i":,
| ENU'saLen

B

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Yang bersangkutan.
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Lampiran Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 188.45/466/BKRPSDMD/2019
Tanggal : 23 Juli 2019

PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ot

Ketua

II. Sekretaris ;

[II. Anggota

IV. Admin :
Perangkat Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TAHUN ANGGARAN 2019

Hendri Noviyarto, S.IPM.AP (Kepala Bidang
Pembinaan dan Informasi Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Bangka Tengah).

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah).

Tabri Eko Miyardi, A.Md (Pelaksana pada Badan

1. Marissa, A.Md (Pelaksana pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah);

2. Piterman, S.STP (Pelaksana pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah);

3. Hezariman A.,S.STP (Pelaksana pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah).

1. Pengelola Data Kepegawaian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Pengelola Data Kepegawaian pada Inspektorat
Daerah.

3. Pengelola Data Kepegawaian pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah,

4. Pengelola Data Kepegawaian pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

5. Pengelola Data Kepegawaian pada Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kabupaten
Bangka Tengah.

6. Pengelola Data Kepegawaian pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

7. Pengelola Data Kepegawaian pada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Tengah.

8. Pengelola Data Kepegawaian pada  Badan
Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.

(3
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. Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan
Anak Kabupaten Bangka Tengah. ;
Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Pertanian Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bangka Tengah. ‘
Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka Tengah.

.Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegriwaian pada Dinas
Penanaman  Modal, 'Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman  dan
Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.
Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Pangan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas
Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Dinas Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.
Pengelola Data Kepegawaian pada UPTD Rumah
Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Kecamatan
Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelola Data Kepegawaian pada Kecamatan
Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah.
Pengelola Data Kepegawaian pada Namang
Kabupaten Bangka Tengah,

Pengelola Data Kepegawaian pada Kecamatan
Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.
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31. Pengelola Data Kepegawaian pada Kecamatan
Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah.

32.Pengelola Data Kepegawaian pada Kecamatan
Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

.....

= :ag/i«':B?E:LE‘;ATI%‘{E\’,ANGKA TENG

'IBNU SALEH
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